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Ç TEMA RKP 2017:

Ȱ-Åmacu Pembangunan Inf rastr ukt ur dan Ekonomi unt uk Meningkatkan Kesempatan
Kerja serta Mengurangi Kemiski nan dan Kesenjangan Antarwil ayahȱ.

Ç Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang
dipimpinnya. Tidak bolehmasalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Ç Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas
untuk mencapai tujuan pembangunannasional.

Ç Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi
money foll ow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara
merata.

Ç Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung
tertuju pada rakyat. Semuanomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli
benih, dan seterusnya.

ARAHANPRESIDENTERKAIT PENYUSUNANRKP 2017
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Kerangka Pembahasan

I. Konfirmasi urutan pembahasan per Pr ior itas Nasional, Kegiatan Pr ior itas,
dan Kementer ian/ Lembaga. 

II. Penajaman Program dan Kegiatan Prioritas , serta K/L Pelaksana.

III. Penajaman Program dan Kegiatan K/L yang ter tuang dalam Apl ikasi SIMU.

IV. Rekapi tulasi usulan daerah dalam Program dan Kegiatan Prioritas
(Konfirmasi dan ver i fikasi usulan Pemer intah Daerah oleh Koordinator
Pr ior itas Nasional).

Catatan :
1. Penajaman Program, Kegiatan, Indikator dan Target K/L dilakukan padasaatBilateral Meeting dan

disesuaikan dengan PaguIndikatif ;
2. Forum Musrenbangnasuntuk mengkonfirmasi usulandaerahdalamPrioritas Nasional (Program dan Kegiatan

Prioritas);
3. Diharapkanpeserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan 

Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) 
Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan(4) BelumDiverifikasi

Pembahasan Multi lateral Meeting Tahap II
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TINDAK LANJUT

1.Bilateral Meeting Tahap II (BappenasɀK/L terkait), 19ɀ20 
April 2016

2.Musrenbangnas, 20 April ɀ4 Mei 2016
3.Trilateral Meeting (K/L -Kemenkeu-Bappenas), 25 April ɀ4 Mei 

2016
4.SidangKabinet PenetapanRKP 2017, Tentatif 17 Mei 2016
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PRIORITAS NASIONAL 
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
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PRIORITAS NASIONALRKP 2017
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan 
Hukum yang 
Berkualitas

Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi yang 

efektif

Penghormatan, 
Perlindungan 

dan Pemenuhan 
Hak atas 
Keadilan

Kepastian dan 
Penegakan 

Hukum

1 

2 
3 

Prioritas 
Nasional

Program 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas

Mahkamah Agung , Kemenkumham, 
Kemen PP & PA, Polri, Komnas HAM, 
Komnas Perempuan,  Kemendagri, 
Kejaksaan, Kemenkopolhukam, 
KPAI, Kemensos, Kemenkes, LPSK

Kemenkumham, 
Kejaksaan, 
Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi 
Polri, Komisi Yudisial, 
Kemensos

Kemenkumham, KPK, 
Polri, Kejaksaan, 
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Penegakan 
Hukum yang 
berkualitas

Transparansi 
dan 

Akuntabilitas 
Penanganan 

Perkara

Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Berlandaskan 

Keadilan 
Restoratif

Pengembangan SDM 
Aparat Penegak 

Hukum

Budaya 
Hukum

Sistem Peradilan 
Perdata yang 

Mudah dan Cepat

Penegakan Hukum 
Tindak Pidana 

Perbankan dan Tindak 
Pidana Pencucian Uang

1

2

34

5

6

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

K/L Program K/L Kegiatan K/L

PPATK Program Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU dan 
PendanaanTerorisme

Å Analisis Transaksi dan 
Pengelolaan Laporan 
Masyarakat

Å Pemeriksaan dan 
Pengembangan Riset TPPU

Å Pelaksanaan Kerjasama dan 
Humas PPATK

KejaksaanRI Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan 
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
kumham

Program Pembinaan dan 
PenyelenggaraanPemasyarakatan

Å Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi 
dan Kerja Sama

Å Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan 
dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang 
Rampasan Negara

Kejaksaan RI Program Dukungan Manajemendan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Kejaksaan RI

Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

MA Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung

Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur MA

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA

Kepolisian RI Program Penyelidikandan Penyidikan 
Tindak Pidana

Å Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional
Å Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan 

Penyidikan Tindak Pidana

Lemsaneg Program Pengembangan Persandian 
Nasional

Pengkajian dan Rancang Bangun Perangkat Keras dan 
Perangkat Lunak Peralatan Sandi

K/L Program K/L Kegiatan K/L

MA Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur MA

PengadaanSarana dan Prasarana di 
Lingkungan MA

Kejaksaaan 
RI

Program Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Fungsional

Program PeningkatanSarana dan 
Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Pembangunan/Pengadaan/PeningkatanSarana 
dan Prasarana Kejaksaan RI

Kepolisian RI Program Pendidikan dan Latihan 
Aparatur Polri

Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri

Kemen 
Kumham

Program Pembinaan dan 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Å Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang 
Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak

Å Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis

Kemensos Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Anak

Kemen PP & 
PA

Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum 
dan Stigmatisasi

K/L Program K/L Kegiatan K/L

MA Program Perningkatan
Manajemen Peradilan 
Umum

Pembinaan Administrasi 
Peradilan Umum

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur MA

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana di Lingkungan 
MA

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kejaksaan
RI

Program 
Penyelidikan/Pengamanan/ 
PenggalanganPermasalahan 
hukum di Bidang 
IPOLEKSOSBUD Hukum dan 
Hankam

Penerangan dan Penyuluhan 
Hukum

Kemen 
Kumham

Progam Pembinaan Hukum 
Nasional

ÅPeningkatanKesadaran 
Hukum Masyarakan dan 
Pelaksanaan Bantuan Hukum 

ÅPenyelenggaraan Pembinaan 
Hukum di Wilayah

MK Program Peningkatan 
Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara

Pendidikan dan Pelatihan Hak 
Konstitusional Warga Negara 
sertaDiseminasi Perkara 
Konstitusi dan Putusan MK

KY Program Rekrutmen, 
PeningkatanKapasitas, 
Advokasi, Pengawasan 
Perilaku Hakim Agung dan 
Hakim

Seleksi Hakim Agung, Hakim 
Adhoc di MA, Seleksi 
PengangkatanHakim, Advokasi 
dan Peningkatan Kapasitas 
Hakim

Kemen PP 
& PA

Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan 
dengan Hukum dan Stigmatisasi

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kejaksaan
RI

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 
Kejaksaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis Fungsional

Kemen
Kumham

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 
Kemenkumham

Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis

Kepolisian 
RI

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri PembinaanPendidikan dan 
Latihan Polri

KY Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, 
Advokasi, Pengawasan,Perilaku Hakim Agung 
dan Hakim

Pelayanan atas Penanganan 
Laporan Dugaan Pelanggaran 
KEPPH
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PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 
YANG EFEKTIF

Penguatan 
Kelembagaan 
Anti Korupsi

Pencegahan 
Tindak Pidana 

Korupsi 

Harmonisasi 
Peraturan 

Perundang-
undangan di 
Bidang Anti 

Korupsi 

2 
3 

1 

Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi yang 

Efektif

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
Kumham

Program Pembentukan 
Hukum

Harmonisasi Peraturan 
Perundang-undangan Bidang 
Polhukamkesra

K/L Program K/L Kegiatan K/L

KPK Program Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi

Å Koordinasi dan Supervisi 
Penindakan Tindak Pidana 
Korupsi

Å Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan 

KejaksaanRI Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana
Khusus, Pelanggaran HAM yang  
Berat dan Perkara Tindak Pidana 
Korupsi

Å Penyelidikandan Penyidikan di 
Kejaksaan Agung

Å Peningkatan  Pra Penuntutan 
dan Penuntutan di Kejaksaan 
Agung

Å Penanganan Perkara Tindak 
Pidana Korupsi dan Tindak 
Pidana Khusus Lainnya di Kejati, 
Kejari dan Cabjari

K/L Program K/L Kegiatan K/L

KPK ProgramPemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

PenyelenggaraanPendidikan, 
Sosialisasi dan Kampanye Anti 
Korupsi 

Kejaksaan RI Program 
Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan Permasalahan 
Hukum di Bidang 
IPOLEKSOSBUD Hukum dan 
Hankam 

Penerangan dan Penyuluhan 
Hukum

Kemenko 
Polhukam

Program Peningkatan 
Koordinasi Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan

Koordinasi Penegakan Hukum
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PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN 
PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

Penghormatan, 
Perlindungan 

dan Pemenuhan 
Hak atas 
Keadilan

Optimalisasi 
Bantuan 

Hukum dan 
Layanan 

Peradilan bagi 
Masyarakat

Penanganan 
Kasus 

Kekerasan 
terhadap 

Perempuan 
dan Anak

Penyelesaian 
Pelanggaran 
HAM Masa 

Lalu

Penegakan 
HAM

Pendidikan HAM 
bagi Aparat 

Penegak Hukum

Harmonisasi 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

terkait HAM

1

2

34

5

6

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
Kumham

Program Penelitian dan 
Pengembangan KemenKumham

Penelitian dan Pengembangan Hak 
Asasi Manusia

Pemajuan HAM Analisa, Penyiapan dan Laporan 
Instrumen HAM

Kemendagri Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Kemendagri

Penataan Produk Hukum dan 
Pelayanan Bantuan Hukum 

Program BinaOtonomi Daerah FasilitasiPenataan Produk Hukum 
Daerah

Komnas HAM Program Peningkatan Pemajuan 
dan  Penegakan HAM

Penguatan Kesadaran HAM 
Masyarakat dan Aparatur Negara

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
Kumham

Program Pembinaan Hukum Nasional Å Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 
dan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Å Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di 
Wilayah

MA Program Peningkatan Manajemen 
Peradilan Umum

Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen 
Peradilan Agama

Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen 
Peradilan Militer dan Tata Usaha 
Negara (TUN)

Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan 
TUN

K/L Program K/L Kegiatan K/L

POLRI Program Penyelidikan dan 
Penyidikan Tindak Pidana

PenindakanTindak Pidana Umum

Kejaksaan 
RI

Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana 
Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan 
Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan 
Negeri

Kemen PP & 
PA

Program KesetaraanGender dan 
Pemberdayaan Perempuan

Å Perlindungan Hak Perempuan dari 
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Å Perlindungan Hak Perempuan dariTindak 
Pidana Perdagangan Orang

Program Perlindungan Anak Å Perlindungan Anak dari Kekerasandan 
Eksploitasi

Å Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak

Setneg Program Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kemen Setneg

Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan
Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK

Kemensos Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi SosialAnak

Komnas 
HAM

Program Peningkatan Pemajuan 
dan Penegakan HAM

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan 
Hak Korban

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
Kumham

Program Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 
Kemenkumham

Å Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Fungsional dan 
HAM

Å Penyelenggaraan Diklat 
Aparatur di Wilayah

Kejaksaan 
RI

Program Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis Fungsional

POLRI Program Pendidikan dan Latihan 
Aparatur Polri

Pembinaan Pendidikan dan Latihan 
Polri

Komnas 
HAM

Program PeningkatanPemajuan 
dan Penegakan HAM

PenguatanKesadaran HAM 
Masyarakat dan Aparatur Negara 

Kemen PP
& PA

Program Kesetaraan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Hak Perempuan dari 
Kekerasan dalam Rumah Tangga

K/L Program K/L Kegiatan K/L

Kemen 
Kumham

Program PemajuanHAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Komnas HAM Program PeningkatanPemajuan dan 
Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Kemen PP & 
PA

Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan dengan 
Hukum dan Stigmatisasi

K/L Program K/L Kegiatan K/L

KejaksaanRI Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yangBerat dan 
Perkara Tindak Pidana Korupsi

Å Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
Å Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Komnas HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Kemenko Polhukam Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Koordinasi Pemajuan dan PerlidunganHAM

Kemen PP & PA Program Perlidungan Anak Pengawasan Pelaksanaan PerlindunganAnak (KPAI)
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USULAN DAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

NTT sosialisasi PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 
Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban 
kekerasan dalam rumah tangga bagi aparat penegak 
hukum di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa 
Tenggara Timur

NTT 250 orang 400 KemenPP & PA

Bali Penegakanhukum lingkungan Bali 20 aktivitas 250 KemenPP & PA

Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Bali Bantuan UEP bagi Panti atau Yayasan Kab. Buleleng 4 Lembaga 100 Kemensos

Sulawesi 
Selatan

TemuPenguatanLembagadan Pendamping/ Sakti
Peksos

Sulawesi 
Selatan

5 advokasi 500 Kemensos

Banten Perbaikansaranadan prasaranaLKS Kota Cilegon 8 lembaga 160 Kemensos

Sumatera
Selatan

Pembinaandan PenunjangLembagaKesejahteraan
Sosial(LKS)

Kab. Musi 
Banyu Asin

2 lembaga 100 Kemensos

Kepulauan 
Riau

PenguatanLembagaKesejahteraanSosialAnak
(LKSA)

Kepulauan
Riau

30 lembaga 225 Kemensos

Gorontalo Pengembanganbagi LembagaKesejahteraanSosial
Anak

Gorontalo 40 lembaga 600 Kemensos

Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
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USULAN DAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG JAWAB STATUS 

Bengkulu Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak 
terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan 
disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Provinsi 
Bengkulu

Bengkulu 1 lembaga 25 Kemensos

Bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi 
satuan bakti pekerja sosial di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 25 orang 901 Kemensos

Anakbalita telantar, anaktelantar, AnakBerhadapandenganHukum, 
Anakyang Membutuhkan Perlindungankhususyang memperoleh
pelayananPKSA di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 1500 anak 1800 Kemensos

Gorontalo Bantuan Untuk Taman Anak Sejahtera Kab. Pahuwato 1 unit 30 Kemensos

BimbinganTeknis untuk PekerjaSosial Gorontalo 100 orang 500

AnakTerlantar, Anakyang BerhadapandenganHukum dan Anak
denganPerlakuanKhusus

Gorontalo 100 anak 450

Kepulauan Riau Kegiatan Satu Hari Bersama Anak Disabilitas Kab. Kep. 
Anambas

51 orang 113.76 Kemensos

Bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi 
satuan bakti pekerja sosial

Kepri 8 orang 150 Kemensos

RehabilitasiSosialAnak Kepri 1100 orang 1200 Kemensos

Bali Bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Anak Nakal Kab. Buleleng 1 kelompok 50 Kemensos

Program KesejahteraanSosialAnak(PKSA) Kab. Buleleng 200 anak 240 Kemensos

Sulawesi Selatan SosialisasiPKSA New Faltform Sulawesi Selatan 50 advokasi 150 Kemensos

RehabiltasidanPerlindunganSosialAnak 6000 anak 2200

Sumatera Utara Temu PenguatanLembagadanSaktiPeksosPelayananAnak SumteraUtara 65 orang 90 Kemensos

DIY Yogyakarta Anakbalita telantar, anaktelantar, AnakBerhadapandenganHukum, 
Anakyang Membutuhkan Perlindungankhususyang memperoleh
pelayananPKSA di Provinsi Bengkulu

DIY Yogyakarta 2230 anak 3021 Kemensos

Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif 
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USULAN DAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Lampung Sosialisasi peraturan perundangan tentang 
pencegahan korupsi

Lampung 15 Kab/Kota 1500 Kemenkumham

Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
KegiatanPrioritas: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Anti Korupsi 

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Kalimantan 
Timur

Percepatan dan Pemberantasan Korupsi di 
Lingkungan Kab PPU

Kab. Penajam 
Paser Utara

4 Dokumen 300 KPK

NTT Penyelengaraanpendidikan, Sosialisasidan
kampanyeanti korupsi

NTT 4 Paket 1000 KPK

Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
KegiatanPrioritas: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
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USULAN DAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Maluku Penataan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Maluku 80% Peraturan 500 Kemendagri

Fasilitasi ProdukHukum Daerah Kab/Kota Maluku 80% Advokasi 750 Kemendagri

Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang terkait HAM

Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Banten Pemberian Bantuan dana untuk Korban Tindak Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak

Kab. Lebak 30 kejadian 250 Sekretariat Negara

Gorontalo Roadshow Kampanye Anti Kekerasan Gorontalo 6 Kab/Kota 300 Sekretariat Negara

Publikasi/Iklan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak

Gorontalo 1 Kegiatan 50 Sekretariat Negara

Sosialisasidan Advokasi tentang Pengembangan Kab/Kota 
Layak anak di Kab/Kota

Gorontalo Pimpinan Daerah 200 Sekretariat Negara

Psosialisasidan Advokasi Sekolah Ramah Anak Gorontalo 6 Kab/Kota 200 Sekretariat Negara

PenguatanKelembagaan Unit Layanan P2TP2A Gorontalo P2TP2AKab/Kota 250 Sekretariat Negara

Sosialisasi Perda tentang Perempuandan Anak Korban 
tindak Kekerasan

Gorontalo 6 Kab/Kota 200 Sekretariat Negara

PembentukanForum Penanganan Korban Kekerasan thp 
Perempuan dan Anak 

Gorontalo 6 Kab/Kota 300 Sekretariat Negara

Jambi Perlindungan Anak dibawah umur terhadap Kekerasan Seksual Tanjung Jabung 
Timur

2 kegiatan 150 Sekretariat Negara
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USULAN DAERAH
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Sulawesi Selatan Rehabilitasi Sosial Korban TindakKekerasan dan Perdagangan 
Orang

Sulawesi 
Selatan

50 orang 300 Kemensos

Aceh Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang Bermasalah
yang mendapatkan perlindungan

Aceh 50 Advokasi 154 Kemensos

Gorontalo Rehabilitasi Tuna Sosial Gorontalo 250 orang 890 Kemensos

KepulauanRiau Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan KepulauanRiau 50 orang 150 Kemensos

Jawa Barat Gelandangan, Pengemis& Pemulung, Tuna Susila, Korban
PerdaganganOrang, Korban Tindak Kekerasan, Korban
Traffiking Perempuan, BekasWargaBinaanLP, Orang Dengan
HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas

Jawa Barat 200 orang 450 Kemensos

Bengkulu Korban tindak kekerasanyang terlindungi di Rumah
Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 25 orang 165 Kemensos

Sumatera Utara RehabilitasiPsikososial di RPTC Sumatera Utara 150 orang 350 Kemensos

Gorontalo RehabilitasiSosialTuna Sosialdan Korban PerdaganganOrang Gorontalo 200 orang 800 Kemensos

Kepulauan Riau RehabilitasiSosialAMPK Kepulauan Riau 50 orang 60 Kemensos

Jawa Barat Anak Balita , Anak Telantar & Anak Jalanan, Anak Berhadapan
dgn Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak yg Membutuhkan
Perlindungan Khususyg mendapatkanlayananProgram 
KesejahteraanSosialAnak (PKSA)

Jawa Barat 7500 orang 10198 Kemensos

Bengkulu Perlindungan khususbagi anakdi RumahPerlindungan Sosial
Anak (RPSA) di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 25 Anak 165 Kemensos
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USULAN DAERAH
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Jambi Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Jambi 3 Kab/Kota 200 Kemen PP & PA

Kegiatanpenyusunprofil perlindungan perempuanterhadap
tindak kekerasan

Jambi 2 Buku 200 Kemen PP & PA

Kegiatanfasilitasi upayaperlindungan perempuanterhadap
tindak kekerasan

Jambi 1 unit 150 Kemen PP & PA

NTB Perlindungan Hak Perempuandari Tindak kekerasan NTB 10 Desa/kelurahan 200 Kemen PP & PA

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi NTB 10 Desa/kelurahan 200 Kemen PP & PA

PenguatanKelembagaanP2TP2A NTB 11 200 Kemen PP & PA

Sulawesi Selatan Penyusunankebijakan perlindungan perempuanpekerja RT Sulawesi 
Selatan

1 Kebijakan 300 Kemen PP & PA

Penyusunankebijakan perlindungan lansia Sulawesi 
Selatan

1 Kebijakan 200 Kemen PP & PA

Penyusunan kebijakan perlindungan perempuan penyandang 
disabilitas

Sulawesi 
Selatan

1 kebijakan 250 Kemen PP & PA

Gorontalo PelatihanSIM Data Terpilah Gorontalo 50 pesserta 200 Kemen PP & PA

Sumatera Utara pembangunantempat penampungananak/ pusat rehabilitasi
dan biaya perlindungan anak(P2TP2A)

Kab. Padang 
lawas

1 Tahun 286 Kemen PP & PA

advokasikegiatanP2TP2A dalam penanganankorban kekerasan
terhadap perempuandan anak

Sumatera Utara 1 Kegiatan 150 Kemen PP & PA

advokasi kegiatan gerakan sayang ibu (gis) Sumatera Utara 1 Kegiatan 75 Kemen PP & PA

Sumatera Barat PenguatanPusatPelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan
dan Anak

Kota Bukit 
Tinggi

Fasilitas 600 Kemen PP & PA
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USULAN DAERAH
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Lampung penyusunan kebijakan yg responsif terhadap perempuan korban 
kekerasan

Kab.Mesuji 1 Kebijakan 40 Kemen PP & PA

Aceh penyusunankebijakan yg responsif terhadap perempuankorban
kekerasan

Kab. Aceh Barat 100 Advokasi 50 Kemen PP & PA

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan Kab. Aceh Barat 100 Advokasi 30.50 Kemen PP & PA

Sulawesi Selatan review standar pelayanan minimal (SPM) penanganan kekerasan 
terhadap perempuan

Sulawesi
Selatan

24 Kab/Kota 260 Kemen PP & PA

NTT PenyusunanSistemPerlindungan bagi perempuan Kab.Kupang 2 kegiatan 113 Kemen PP & PA

KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan Kab.Kupang 17 Kelompok 57 Kemen PP & PA

Pendidikan dan pelatihan peran serta danb kesetaraangender Kab.Kupang 1 kegiatan 30 Kemen PP & PA

Advokasidan fasilitasi PUG bagi perempuan Kab.Kupang 2 kegiatan 8 Kemen PP & PA

Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan 
Gender dan keadilan KKG

Kab.Kupang 1 kegiatan 50 Kemen PP & PA

PenguatanKelembagaanPUG dan Anak Kab.Kupang 2 kegiatan 61 Kemen PP & PA

Aceh Pelatihan Tenaga Kerja Konselor FGD dan P2TP2A Kab. Aceh Barat 100 advokasi 32 Kemen PP & PA

Pembentukandan OperasionalFGD Kecamatan Kab. Aceh Barat 100 advokasi 60 Kemen PP & PA

Training ESQ (EmosionalSpiritual Question) Kab. Aceh Barat 100 advokasi 185 Kemen PP & PA

PelatihanBagiPelatih (TOT) SDM Pelayanandan Pendampingan
Korban KDRT

Kab. Aceh Barat 100 advokasi 30 Kemen PP & PA

FasilitasiPengembaganPusatPelayananTerpadu Pemberdayaan
Perempuan(P2TP2A)

Kab. Aceh Barat 23 Kecamatan 400 Kemen PP & PA

RenovasiGedungP2TP2A Kab. Aceh Barat 1 Kab/Kota 700 Kemen PP & PA
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USULAN DAERAH
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Aceh Kegiatan Jambore Anak Baik Indonesia Kab.Aceh Barat 100 Advokasi 200 Kemen PP & PA

Festival Anak Daerah Kab.Aceh Barat 100 Advokasi 200 Kemen PP & PA

Pleatihan SpiritualFamily Kab.Aceh Barat 100 % 150 Kemen PP & PA

Sosialisasi KLA (Kota Layak Anak) Kab.Aceh Barat 100% 100 Kemen PP & PA

Pembentukandan PenguatanForum Anak dalamKabupaten
Aceh Barat.

Kab.Aceh Barat 100% 150 Kemen PP & PA

Gorontalo PenyediaanSaranadan PrasaranaKesekretariatanP2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 558 Kemen PP & PA

Peningkatandan PenguatanJaringanP2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 120 Kemen PP & PA

Penjangkauandan pendampingankasusP2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 100 Kemen PP & PA

TOT BagiPetugaspadaUnit LayananTentangTeknis
PenangananTerhadapPerempuandan Anak Korban Tindak
Kekerasan

Kab. Gorontalo 1 Kegiatan 200 Kemen PP & PA

SumateraUtara pelatihan fasilitator PPRG SKPD dalampenyusunanARG Kab. Padang 
Lawas

1 Kegiatan 125 Kemen PP & PA

Sulawesi Selatan Advokasiuntuk melakukanpencatatandan pendataankasus
Kekerasanterhadap perempuansesuaidata terpilah

Sulawesi 
Selatan

1 Kegiatan 270 Kemen PP & PA

Pemetaanlayananpenanganankorban Tindak Pidana
PerdaganganOrang

Sulawesi 
Selatan

1 Kegiatan 300 Kemen PP & PA

Rakorwil GugusTugasPP TPPO Sulawesi 
Selatan

1 Kegiatan 300 Kemen PP & PA

Jawa Barat FasilitasiPenangananKorban KDRT Kota Bandung 150 orang 450 Kemen PP & PA

Perlindungan Anak di SekolahDasardan Menengah Kota Bandung 60 sekolah 3000 Kemen PP & PA
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USULAN DAERAH
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

K/L PENANGGUNG 
JAWAB

STATUS 

Lampung Penyedia Sarana dan Prasarana Gedung P2TP2A Lampung 50 % 500 Kemen PP & PA

Penyusunankebijakan responsif terhadap penanganan
kekerasanterhadap anak

Kab. Mesuji 1 kebijakan 40

Sulawesi Selatan Penyusunanpedomanteknis kebijakan perlindungan anak
berbasismasyarakat

Sulawesi Selatan 1 Advokasi 200 Kemen PP & PA

Penyusunanpedomandeteksi dini terhadap disabilitas, tumbuh
kembang, dan pencegahankekerasan

Sulawesi Selatan 1 dokumen 250 Kemen PP & PA

Penguatansistemdata anak Sulawesi Selatan 1 Aplikasi 350 Kemen PP & PA

Model pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap 
anak

Sulawesi Selatan 2 Kabupaten 400 Kemen PP & PA

NTT Pelaks.Sosialisasiyg terkait dengankesetaraangender 
,PemberdayanPerempuandan Perlindungan Anak

Kab, Kupang 2 kegiatan 43 Kemen PP & PA

PenguatanKelembagaanPUG dan Anak Kab, Kupang 30 orang 500 Kemen PP & PA

pelatihan SDM penanganandan pendampingankorban KDRT NTT 200 orang 200

Aceh Advokasidan FasilitasiPUG BagiPerempuan Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 250 Kemen PP & PA

Advokasidan KIE TentangKesehatanReproduksiRemaja(KRR) Kab. Aceh Besar 604 Deas/Kelurahan 400 Kemen PP & PA

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak

Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 200 Kemen PP & PA

PelatihanBagiPelatih (TOT) SDM Pelayanandan Pendampingan
Korban KDRT

Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 250 Kemen PP & PA

SumateraUtara pembentukan gugustugasperlindungan anak Kab. Padang Lawas 1 kegiatan 136 Kemen PP & PA

advokasifasilitasi peningkatan forum anakdalammendukung
kabupatenlayak anak

Kab. Padang Lawas 1 kegiatan 125 Kemen PP & PA
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PRIORITAS NASIONAL 
REFORMASI BIROKRASI
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REFORMASI 
BIROKRASI

1.

Pelaksanaan
Road Map 
Reformasi
Birokrasi

2015 -2019

3.

Peningkatan
Disiplin dan
Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi

Keuangan

2.

Penerapan
Standar

Pelayanan
Publik dan

Sistem
Informasi
Perijinan

PRIORITAS NASIONALRKP 2017
REFORMASI BIROKRASI



Pelaksanaa
n Road Map 
Reformasi
Birokrasi

2015 -2019

1. 
Pelaksanaan
Road Map RB 

dan
Penguatan

Pengelolaan
RB Nasional

2. Penerapan
Manajemen

ASN

3. Penataan
Kelembagaan

Birokrasi

4. Penataan
Tata Kelola
Birokrasi

5. Penguatan
Sistem

Pengadaan
Barang/ Jasa

6. Sistem
Manajemen

Kinerja
Pembangunan 

Nasional

HIGHLIGHT KEGIATAN PRIORITAS
Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019
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K/L Program dan Kegiatan K/L

Kementerian PAN
RB, seluruh K/L/
Pemda

Ɇ 0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ 2ÏÁÄ -ÁÐ 2" ÄÉ 
seluruh K/L/Pemda
Ɇ !ÓÉÓÔÅÎÓÉ 2" )ÎÓÔÁÎÓÉ 0ÕÓÁÔ $ÁÎ 
Daerah

K/L Program dan Kegiatan K/L

Kementerian 
PAN
RB, BKN, LAN,
Kemendagri, 
KASN,
K/L/Pemda

Ɇ Penyusunankebijakan formasi
ASN sesuaiprioritas
pembangunan
Ɇ 0ÅÍÅÔÁÁÎ ËÏÍÐÅÔÅÎÓÉ 0ÅÊÁÂÁÔ 
Pimpinan Tinggi (JPT)
Ɇ PenyusunanRencana 
Pengembangan ASN di seluruh 
K/L/Pemda

K/L Program dan Kegiatan K/L

Kementerian 
PAN
RB

Ɇ !ÕÄÉÔ ,ÅÍÂÁÇÁ .ÏÎ 3ÔÒÕËÔÕÒÁÌ 
(LNS)
Ɇ PenyusunanPerprestentang
PenataanLNS

K/L Program dan Kegiatan K/L

Kemenkeu,
KemenPAN RB,
Kominfo, ANRI,
K/L/D

PenyusunanMasterplan dan 
Arsitektur e-government

K/L Program dan Kegiatan K/L

LKPP
K/L/Pemd
a

Ɇ Penggabunganproduk dalam e-
catalogue
Ɇ StandarisasiLPSE
Ɇ Pemenuhanjumlah pejabat 
fungsional pengelola PBJ

K/L Program dan Kegiatan K/L

BPKP Ɇ 0ÅÎÙÅÌÁÒÁÓÁÎ .ÏÍÅÎËÌÁÔÕÒ 
seluruh IKU Instansi Pemerintah 
Pusat
dan Daerah dengan AKIP
Ɇ 0ÅÎÅÒÁÐÁÎ ÓÉÓÔÅÍ Å-planning 
secara online



Penerapan
Standar

Pelayanan
Publik Dan 

Sistem
Informasi
Perijinan

1. Penguatan 
Kelembagaan

dan Manajemen
PelayananPublik

2. Penguatan
Partisipasi
Masyarakat

dalam
Peningkatan

Kualitas
Palayanan

Publik

HIGHLIGHT KEGIATAN PRIORITAS
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN
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K/L Program dan Kegiatan K/L

Ombudsman RI,
Kementerian PAN
RB, Kemendagri,
K/L/Pemda

Ɇ PembentukanPTSPPrima Di Kab/Kota
Ɇ 0ÅÎÇÅÍÂÁÎÇÁÎ 3ÉÓÔÅÍ !ÐÌÉËÁÓÉ 0ÅÒÉÊÉÎÁÎ $ÁÎ .ÏÎ-Perijinan 
Yang
Dilimpahkan Kepada PTSP, KEK, Dan FTZ
Ɇ 0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ 3ÕÒÖÅÉ +ÅÐÁÔÕÈÁÎ !ÔÁÓ 0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ 5ÎÄÁÎÇ-
Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Seluruh 
K/L/
Pemda
Ɇ PelaksanaanTindak Lanjut Hasil Survei Kepatuhan Oleh
Ombudsman RI
Ɇ PenerapanInovasi Pelayanan Publik secara Efektif
Ɇ PenerapanSPM dan NSPK Bidang Pelayanan Publik di Seluruh
Provinsi

K/L Program dan Kegiatan K/L

Ombudsman 
RI,
Kementerian 
PAN
RB, 
Kemendagri,
K/L/Pemda

ɆIntegrasi seluruh sistem pengaduan K/L/Pemda dengan
aplikasi LAPOR!
Ɇ PenyusunanKebijakan dan Pelaksanaan Forum 
konsultasi Publik
dibidang Pelayanan Publik
Ɇ Penyelesaianseluruh pengaduan masyarakat atas 
Pelayanan
Publik



Peningkatan
Disiplin Dan 
Pengawasan
Kinerja Dan 
Administrasi

Keuangan

1. 
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan

Kinerja

2. Pengawasan
yang 

Independen
dan

Profesional

3. Penerapan
Sistem Nilai

dan Integritas
Birokrasi

HIGHLIGHT KEGIATAN PRIORITAS
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
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K/L Program dan Kegiatan K/L

Kementerian 
PAN
RB, 
K/L/Pemda

Ɇ 0ÅÎÙÁÍÐÁÉÁÎ ,(+!3. ÄÁÎ 
Penerapan penanganan konflik
kepentingan
Ɇ 0ÅÎÃÁÎÁÎÇÁÎ ÚÏÎÁ ÉÎÔÅÇÒÉÔÁÓ 
di K/L/Pemda

K/L Program dan Kegiatan K/L

BPKP,
Kementerian 
PAN
RB, 
Kemendagri,
K/L/Pemda

Ɇ 0ÅÎÅÒÁÐÁÎ 3ÉÓÔÅÍ !ËÕÎÔÁÂÉÌÉÔÁÓ +ÉÎÅÒÊÁ 
Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh
K/L/Pemda
Ɇ Penetapan Perda APBD tepatwaktu di Pemda
Ɇ Asistensipenyelenggaraanmaturitas SPIP dan
Bimtek kapabilitas APIP

K/L Program dan
Kegiatan K/L

BPKP, 
Ombudsman RI,
Kementerian 
PAN
RB, 
Kemendagri,
K/L/Pemda

Tindaklanjut 
rekomendasi hasil 
pengawasan atas 
pelaksanaan program
prioritas nasional



URUTAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PN REFORMASI BIROKRASI
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NO PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

1 Pelaksanaan Road Map RB, PeningkatanAsistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan Road Map RB dan Penguatan
PengelolaanRB Nasional

2. PenerapanManajemenASN
3. Penataan KelembagaanBirokrasi
4. Penataan Tata KelolaBirokrasi
5. Penguatan Sistem PengadaanBarang/ Jasa
6. Sistem ManajemenKinerja Pembangunan 

Nasional

2 PenerapanStandarPelayananPublik Dan SistemInformasi Perijinan 1. Penguatan Kelembagaandan ManajemenPelayanan
Publik

2. PenguatanPartisipasi Masyarakat dalam 
PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

3 Peningkatan Disiplin Dan Pengawasan Kinerja Dan Administrasi 
Keuangan

1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
2. Pengawasan yang Independen dan Profesional
3. Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
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USULAN DAERAH UNTUK PRIORITAS NASIONAL 
REFORMASI BIROKRASI
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HIGHLIGHTUSULAN DAERAH

1. Berdasarkan aplikasi e-Musrenbang terdapat sekitar 300 usulan 
kegiatan terkait PN Reformasi Birokrasi.

2. Daerah yang mengusulkan kegiatan terkait PN Reformasi Birokrasi 
antara lain: Prov. Aceh, Prov. Sumut, Prov. Sumbar, Prov. Babel, Prov. 
Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Jatim, Prov. Kaltim, Prov. Sulsel, 
Prov. Sultra, Prov. Gorontalo, Prov. Sulteng, Prov. NTT, Prov. NTB, Prov. 
Bali, Prov. Maluku.

3. Mayoritas usulan kegiatan dari daerah terkait dengan: Penerapan 
Manajemen ASN, Penguatan Kelembagaandan ManajemenPelayanan
Publik, PenataanTata KelolaBirokrasi, dan PeningkatanAkuntabilitas
Keuangandan Kinerja.

4. Usulan daerah perlu diverifikasi bersama oleh K/L terkait dan 
Bappenas(daftar usulan terlampir).
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LAMPIRAN I



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Fasilitasi 
Perencanaan, 
Evaluasi, dan 
Informasi 
Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas tata kelola 
pemerintahan daerah melalui 
perencanaan dan evaluasi 
pembangunan daerah

Jumlahdaerahdengandata daninformasi
pembangunandaerahyang terintegrasidalam
SIPD

254 Kab/Kota 34,000

2 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Fasilitasi 
Perencanaan, 
Evaluasi, dan 
Informasi 
Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas 
perencanaan pembangunan 
daerah melalui pemanfaatan 
informasi pembangunan daerah 
dan partisipasi masyarakat

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam 
penyusunan rencana pembangunan 
berdasarkan data dan informasi yang dikelola 
dalam sistem informasi pembangunan daerah 
termasuk partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan

34 Provinsi 34,000

3 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Aparatur 
Pemerintahan 
Dalam Negeri

Pengembangandan
Pelaksanaan
Standarisasidan
Sertifikasi

Terlaksananya standarisasi dan 
sertifikasi kompetensi aparatur, 
serta akreditasi kelembagaan 
pemerintahan dalam negeri

Jumlah aparatur Kemendagri dan pemda yang 
tersertifikasi

3 Komponen
(Pemdes, 

Keuda, & BPP)

4,500

4 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Aparatur 
Pemerintahan 
Dalam Negeri

Pengembangan dan 
Pelaksanaan 
Standarisasi dan 
Sertifikasi

Terlaksananya standarisasi dan 
sertifikasi kompetensi aparatur, 
serta akreditasi kelembagaan 
pemerintahan dalam negeri

Jumlah lembaga pengembangan sumber daya 
manusia yang terakreditasi

33 Provinsi 12,200

5 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Aparatur 
Pemerintahan 
Dalam Negeri

Pengembangan 
Kompetensi 
Kemendagri dan 
Pemda

Terlaksananyapengembangan
kompetensiaparaturkemendagri
danpemda

JumlahangkatanPengembanganKompetensi
AparaturKemendagridanPemerintahan
Daerah dibidangKeuangandaerah, 
Pembangunan Daerah, otonomidaerah, 
kewilayahan, kepemimpinan, politik, 
pemerintahanumum, dankependudukan

100 angkatan 21,010

REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI



no Program Prioritas Kegiatan Prioritas PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

6 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan
kelembagaandan
manajemen
pelayananpublik

Program Bina 
Administrasi
Kewilayahan

Penyelenggaraan
HubunganPusatdan
Daerah sertaKerja
samaDaerah

Meningkatnya51 Kab/Kota yang 
memilikiPTSP yang Prima

Jumlahdaerahyang memiliki
PTSP yang Prima (JenisPerijinan
yang dilimpahkankePTSP, 
PenyederhananPerijinanyang 
sesuaidenganNSPK, Kecepatan
Pelayanan, KualitasPelayanan, 
PeningkatanKapasitasSDM 
Perijinan)

51 Kab/Kota 7,000

7 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Administrasi
Kewilayahan

Penyelenggaraan
HubunganPusatdan
Daerah sertaKerja
samaDaerah

Terlaksananyapeningkatankualitas
kelembagaan, infrastrukturdan
manajemenpelayananmelaluiPTSP

Jumlahdaerahyang ditingkatkan
kualitaskelembagaan, 
infrastrukturdanmanajemen
pelayananmelaluiPTSP

10 provinsi 10,000

8 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Administrasi 
Kewilayahan

Penyelenggaraan 
Hubungan Pusat dan 
Daerah serta Kerja 
sama Daerah

Meningkatnyapenerapanpelayanan
publikmelaluiPATEN di daerah

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menerapkan PATEN

80 Kab/Kota di 6 
Provinsi

7,000

9 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan
kelembagaandan
manajemen
pelayananpublik

Program Bina 
Administrasi
Kewilayahan

Penyelenggaraan 
Hubungan Pusat dan 
Daerah serta Kerja 
sama Daerah

Terlaksananya peningkatan kualitas 
kelembagaan, infrastruktur dan 
manajemen pelayanan melalui PATEN

Jumlahdaerahyang ditingkatkan
kualitaskelembagaan
infrastruktur, danmanajemen
pelayananmelaluiPATEN

10 provinsi 7,000

10 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Pembinaan 
Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Urusan 
Pemerintahan Daerah I

Meningkatnyakualitaspelayanan
publikdi daerah

Jumlah daerah yang menerapkan 
SPM dan NSPK terkait pelayanan 
publik

1 SPM dan3 NSPK 
BidangPenataan

Ruang

20,000

11 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Pembinaan
Penyelenggaraandan
Pembangunan Urusan
PemerintahanDaerah 
III

Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik di daerah

Jumlah daerah yang menerapkan 
SPM dan NSPK terkait pelayanan 
publik

3 SPM dan5 NSPK 
BidangSosial, 
Kesehatan, 

Trantibumlinmas

56,000

REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

12 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Pembinaan
Penyelenggaraandan
Pembangunan Urusan
PemerintahanDaerah II

Meningkatnyakualitas
pelayananpublikdi daerah

Jumlah daerah yang menerapkan 
SPM dan NSPK terkait pelayanan 
publik

2 SPM dan4 NSPK 
BidangPekerjaan

UmumdanPerumahan
danPermukiman

38,000

13 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Pembangunan 
Daerah

Pembinaan 
Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Urusan 
Pemerintahan Daerah 
IV

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik di daerah

Jumlah daerah yang menerapkan 
SPM dan NSPK terkait pelayanan 
publik

1 SPM dan6 NSPK 
BidangPendidikan

23,000

14 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayananpublik

Program Bina 
OtonomiDaerah

EvaluasiKinerjaDaerah 
Dan Peningkatan
Kapasitas

Meningkatnyakemampuandan
prakarsapemerintahan
daerahterhadappencapaian
kinerjadalammendukung
pelaksanaandesentralisasidan
otonomidaerah

Jumlahdaerahyang mendapat
status berkinerjatinggiberdasarkan
EKPPD 2017 dari total jumlah
provinsi(85%)

28 Provinsi 14,200

15 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayananpublik

Program Bina 
OtonomiDaerah

EvaluasiKinerjaDaerah 
Dan Peningkatan
Kapasitas

Meningkatnyakemampuandan
prakarsapemerintahan
daerahterhadappencapaian
kinerjadalammendukung
pelaksanaandesentralisasidan
otonomidaerah

Jumlahdaerahyang mendapat
status berkinerjatinggiberdasarkan
EKPPD 2017 dari total jumlahkota
dankabupaten(70%)

65 Kota dan291 
Kabupaten

15,600

16 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program Bina 
Otonomi Daerah

FasilitasiKelembagaan
danKepegawaian
PerangkatDaerah

Meningkatnyakemampuandan
prakarsapemerintahandaerah
terhadappencapaiankinerja
dalammendukungpelaksanaan
desentralisasidanotonomi
daerah

PresentaseJumlahDaerah 
Kabupaten/Kota yang kinerjanya
meningkatdari kinerjasedangdan
rendah

80% Kabupaten/kota
yang berkinerjasedang
danrendah

12,000

REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

17 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program Penelitian 
dan Pengembangan 
Kementerian Dalam 
Negeri

Penelitian Dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kewilayahan, 
Pemerintahan Desa, 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil

Pilot Project Pelayanan Kartu 
Identitas Anak (KIA)

Jumlah Daerah pilot project 
pelayanan Kartu Identitas Anak 
(KIA)

6 provinsi 2,000

18 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Keuangan 
Pemerintah Daerah

Pembinaan 
Perencanaan Anggaran 
Daerah

MeningkatkanKualitas
perencanaananggarandaerah

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang 
menetapkan Perda tentang APBD 
Provinsi /Kab/Kota yang tepat 
Waktu

30 Provinsi 275 
Kab/Kota

5,500

19 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Keuangan 
Pemerintah Daerah

Pembinaan 
Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah

MeningkatnyaAkuntabilitas, 
transparasidantertib
administrasipengelolaan
keuangandaerah

Jumlah Prov/kab/Kota yang 
menetapkan Perda 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang disahkan secara tepat 
waktu

30 Provinsi 275 
Kab/Kota

3,850

REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Peningkatan 
Koordinasi Bidang 
Politik, Hukum dan 
Keamanan

Koordinasi Tata Kelola 
Pemerintahan

Implementasi Indeks Reformasi 
Birokrasi di seluruh K/L dan 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
di pemda

Jumlah rekomendasi kebijakan 
terkait implementasi Indeks 
Reformasi Birokrasi di seluruh K.L 
dan pelaksanaan RB di Pemda

1 Rekomendasi 2,030

2 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Peningkatan 
Koordinasi Bidang 
Politik, Hukum dan 
Keamanan

Koordinasi Peningkatan 
Pelayanan Publik

Koordinasipenerapanstandar
pelayananpublikdansistem
informasiperijinandi K/L dan
pemda

Jumlah rekomendasi kebijakan 
terkait penerapan standar 
pelayanan publik dan sistem 
informasi perijinan di K/L dan 
Pemda

1 Rekomendasi 2,030

no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program Pengkajian
danPenerapan
Teknologi

Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi

Inovasi Teknologi 
Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik Untuk e-Services (e-
Government & e-Business)

Jumlah Industri Pengguna 
Inovasi Teknologi E-services 
(KTP-el multiguna, E-Pemilu, 
Cloud E-Gov dan Indeks TIK)

Pengadaan peralatan 
laboratorium teknologi 
infromasi dan elektronika 
untuk mendukung penelitian 
dan pengembangan 
penerapan reformasi birokrasi

3,377

2 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayananpublik

Program Pengkajian
danPenerapan
Teknologi

Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi

InovasiTeknologi
PenyelenggaraanSistem
ElektronikUntuke-Services (e-
Government & e-Business)

Jumlah Industri Pengguna 
Inovasi Teknologi E-services 
(KTP-el multiguna, E-Pemilu, 
Cloud E-Gov dan Indeks TIK)

Terlaksananya e-Pemilu, 
termasuk e-Voting dan e-
Otentifikasi pemilih 
menggunakan pembacaan 
KTP-El yg disederhanakan

2,000

REFORMASI BIROKRASI: KEMENKO POLHUKAM

REFORMASI BIROKRASI: BPPT



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
kelembagaan 
birokrasi

Program Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Sistem Kelembagaan dan 
Tata Laksana

Ditetapkannya Perpres tentang 
penataan LNS

JumlahPerprestentang
penataanLNS

1 Perpres 300

2 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
kelembagaan 
birokrasi

Program Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Asesmen dan Koordinasi 
Pelaksanaan Kebijakan 
Kelembagaan I

Terlaksananya evaluasi/audit 
instansi pemerintah pusat (LNS)

JumlahLNS yang 
dievaluasi/diaudit

9 LNS yang 
dievaluasi

800

3 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
kelembagaan 
birokrasi

Program Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

AsesmendanKoordinasi
PelaksanaanKebijakan
KelembagaanII

Terlaksananyaevaluasi/audit 
instansipemerintahpusat(LNS)

Jumlah LNS yang 
dievaluasi/diaudit

9 LNS 800

4 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
kelembagaan 
birokrasi

Program Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

AsesmendanKoordinasi
PelaksanaanKebijakan
KelembagaanIII

Terlaksananya evaluasi/audit 
instansi pemerintah pusat (LNS)

Jumlah LNS yang 
dievaluasi/diaudit

9 LNS 800

5 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Perumusan dan Koordinasi 
Pelaksanaan Kebijakan E-
Government

Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi penerapan tatakelola 
pemerintahan berbasis IT

Jumlah IP yang dimonitor 200 IP 100

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

6 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Perumusan dan Koordinasi 
Pelaksanaan Kebijakan E-
Government

Terlaksananya penerapan 
kebijakan sistem database 
terpadu nasional (one 
data)

Jumlah kebijakan tentang penerapan 
sistem database terpadu nasional 
(one data)

1 SE MenpanRB 10

7 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan
ManajemenASN

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara dan
ReformasiBirokrasi

Perencanaandan
PengembanganSistem
InformasiSumberDaya
ManusiaAparatur

Terpenuhinya kebutuhan 
ASN untuk mendukung 
pelaksanaan prioritas 
pembangunan

Kebijakan formasi ASN sesuai 
prioritas pembangunan

1 PermenpanRB 500

8 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Standardisasi Jabatan dan 
Pengembangan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia 
Aparatur

Tersusunnya standar 
kompetensi jabatan dan 
pola karir nasional dan 
instansional

Standar kompetensi dan kompetensi 
jabatan nasional

1 standar 
kompetensi

1,600

9 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Pengawasan Implementasi 
Sistem Merit Aparatur Sipil 
Negara (KASN)

Terlaksananya mediasi dan 
perlindungan secara efektif

Persentase mediasi atas pelaksanaan 
rekomendasi KASN

100% 2,300

10 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Pengawasan Implementasi 
Sistem Merit Aparatur Sipil 
Negara (KASN)

Terlaksananya penanganan 
pengaduan dan 
penyelidikan

Persentase pengelolaan penanganan 
pengaduan dan penyelidikan

100% 2,300

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

11 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Pengawasan 
Implementasi Sistem 
Merit Aparatur Sipil 
Negara (KASN)

Terlaksananya pengawasan dan 
monitoring evaluasi 
implementasi sistem merit

Jumlah K/L/Pemda yang diawasi, 
monitoring evaluasi implementasi sistem 
merit

67 K/L dan 34 
Provinsi

2,000

12 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan
ManajemenASN

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara 
danReformasi
Birokrasi

Pengawasan
ImplementasiSistem
Merit AparaturSipil
Negara (KASN)

Terlaksananya pengkajian dan 
pengembangan sistem merit

Pedoman pelaksanaan sistem merit 100% 500

13 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Pengawasan
ImplementasiSistem
Merit AparaturSipil
Negara (KASN)

Terlaksananyasosialisasi
pelaksanaannilaidasar, kode
etik, kodeperilakudansistem
merit

Sosialisasi nilai dasar, kode etik, kode 
perilaku dan sistem merit kepada ASN di 
instansi pemerintah

67 K/L dan 34 
Provinsi

2,500

14 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Kebijakan, 
Penyusunan dan 
Evaluasi Program 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan

Terlaksananya 
asistensi/coaching clinic 
pelaksanaan RB di daerah

Jumlah asistensi/coaching clinic 
pelaksanaan RB di daerah

136 
asistensi/coachin
g clinic

6,800

15 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Kebijakan, 
Penyusunan dan 
Evaluasi Program 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan

Optimalisasi pelaksanaan tugas 
UPRBN, TQA, dan Tim 
Independen RBN

Koordinasi pelakasanaan tugas UPRBN, 
TQA, dan Tim Independen RBN atas 
pelaksanaan RB

100% 2,400

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

16 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Reformasi Birokrasi dan 
Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan

TerbentuknyaTIm
AsistensipelaksanaanRB 
di daerah

Jumlah TIm Asistensi pelaksanaan RB di 
daerah

34 Tim Teknis 
(@5 tenaga 
profesional)

12,750

17 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

KoordinasiPelaksanaan, 
Pemantauan, danEvaluasi
ReformasiBirokrasi, 
AkuntabilitasAparatur, dan
PengawasanI

Terlaksananya asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah 
I

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah I

50 IP 460

18 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan I

Terlakasananya evaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah 
I

Jumlah IP yang telah dievaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah I

60 IP 800

19 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan II

Terlaksananya asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah 
II

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah II

50 IP 210

20 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan II

Terlaksananya evaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah 
II

Jumlah IP yang telah dievaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah II

60 IP 1,000

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

21 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan
pengelolaanRB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara 
danReformasi
Birokrasi

Koordinasi
Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan
EvaluasiReformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
PengawasanIII

Terlaksananya asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah III

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
pelaksanaan RB di wilayah III

50 IP 210

22 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan III

Terlaksananya evaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah III

Jumlah IP yang telah dievaluasi 
pelaksanaan RB di wilayah III

60 IP 1,000

23 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan 
pengelolaan RB 
Nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Pengembangan Sistem 
Evaluasi 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Terlaksananya penyempurnaan 
sistem PMPRB

Jumlah sistem PMPRB yang 
disempurnakan

1 sistem PMPRB 
yang 
disempurnakan; 
1 database 
PMPRB; peta 
kapasitas 
birokrasi

400

24 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Sistem 
Manajemen 
Kinerja 
Pembangunan 
nasional

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Reformasi Birokrasi dan 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan

Tersusunnya kebijakan 
penyelarasan manajemen 
kinerja pembangunan dengan 
AKIP

Penyelarasan nomenkelatur seluruh IKU 
instansi pemerintah pusat dan daerah 
dengan AKIP

1 
SKB/Permenpan 
RB

300

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

25 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayananpublik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Inovasi dan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik

Terlaksananya penyusunan 
kebijakan dan koordinasi 
pelaksanaan FKP di bidang 
pelayanan publik

Jumlah kebijakan dan koordinasi 
pelaksanaan FKP di bidang pelayanan 
publik

1 SE Menpan 
RB

500

26 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan 
kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Inovasi dan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik

Terintegrasinyaseluruhsistem
pengaduanmasyarakatdengan
LAPOR-SP4N

Persentase instansi pemerintah yang 
sistem pengaduannya terintegrasi 
dengan LAPOR-SP4N

100% 
koordinasi

500

27 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan 
kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Inovasi dan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik

Terselenggaranya penilaian 
inovasi pelayanan publik 
(SINOVIK)

Pelaksanaan penilaian inovasi pelayanan 
publik untuk memperoleh Top 99 dari 
K/L/Pemda

99 Inovasi 
Pelayanan 
Publik

2,000

28 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayananpublik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan dan Evaluasi 
Pelayanan Publik I

Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan FKP 
pelayanan publik di wilayah I

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
FKP pelayanan publik di wilayah I

100% 500

29 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan 
kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan dan Evaluasi 
Pelayanan Publik II

Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan FKP 
pelayanan publik di wilayah II

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
FKP pelayanan publik di wilayah II

100% 500

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

30 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayananpublik

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan dan Evaluasi 
Pelayanan Publik III

Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan FKP 
pelayanan publik di wilayah III

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
FKP pelayanan publik di wilayah III

100% 500

31 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara 
danReformasi
Birokrasi

Perumusan Kebijakan 
Inovasi dan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik

Terlaksananya replikasi inovasi 
pelayanan publik di instansi 
pemerintah (best practice)

Jumlah inovasi pelayanan publik yang 
direplikasi

50 inovasi 2,000

32 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian PAN 
dan RB

Pengelolaan dan 
Pembinaan Hukum, 
Komunikasi Publik dan 
Sistem Informasi

Terbangunnya Menpan RB 
Resources Management System

Pelaksanaan e-Government yang 
terintegrasi di Kemenpan RB

100% 
Terbangun

2,800

33 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program Dukungan
Manajemendan
PelaksanaanTugas
TeknisLainnya
KementerianPAN 
danRB

Pengelolaan dan 
Pembinaan Hukum, 
Komunikasi Publik dan 
Sistem Informasi

Terbangunnya Menpan RB 
Resources Management System

Sistem aplikasi evaluasi Zona Integritas 
yang terintegrasi secara online

1 sistem 
aplikasi

0

34 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan I

Terlakasananya asistensi dan 
konsultasi tentang pembangunan 
ZI menuju WBK/WBBM pada 
instansi pemerintah di wilayah I

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
dan konsultasi tentang pembangunan ZI 
menuju WBK/WBBM di wilayah I

9 IP 760

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

35 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara dan
ReformasiBirokrasi

KoordinasiPelaksanaan, 
Pemantauan, danEvaluasi
ReformasiBirokrasi, 
AkuntabilitasAparatur, 
danPengawasanI

Terlaksananyaasistensidan
pemberiankonsultasikepada
K/L di Wilayah I tentang
pembangunansistem
integritas

Jumlah K/L di wilayah I yang 
mendapatkan asistensi dan konsultasi 
tentang pembangunan sisetm integritas 
(LHKASN dan penanganan konflik 
kepentingan)

28 K/L 100

36 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan II

Terlaksananya asistensi dan 
konsultasi tentang 
pembangunan ZI menuju 
WBK/WBBM pada instansi 
pemerintah di wilayah II

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
dan konsultasi tentang pembangunan ZI 
menuju WBK/WBBM di wilayah II

9 IP 930

37 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan
SistemNilaidan
Integritas
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

KoordinasiPelaksanaan, 
Pemantauan, danEvaluasi
ReformasiBirokrasi, 
AkuntabilitasAparatur, 
danPengawasanII

Terlaksananya asistensi dan 
pemberian konsultasi kepada 
K/l di Wilayah II tentang 
pembangunan sistem 
integritas

Jumlah K/L di wilayah II yang 
mendapatkan asistensi dan konsultasi 
tentang pembangunan sistem integritas 
(LHKASN dan penanganan konflik 
kepentingan)

28 K/L 100

38 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan III

Terlaksananya asistensi dan 
konsultasi tentang 
pembangunan ZI menuju 
WBK/WBBM pada instansi 
pemerintah di wilayah III

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 
dan konsultasi tentang pembangunan ZI 
menuju WBK/WBBM di wilayah III

9 IP 960

39 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Penerapan 
Sistem Nilai dan 
Integritas 
Birokrasi

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur, 
dan Pengawasan III

Terlaksananya asistensi dan 
pemberian konsultasi kepada 
K/l di Wilayah III tentang 
pembangunan sistem 
integritas

Jumlah K/L di wilayah III yang 
mendapatkan asistensi dan konsultasi 
tentang pembangunan sistem integritas 
(LHKASN dan penanganan konflik 
kepentingan)

28 K/L 100

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

40 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara 
danReformasi
Birokrasi

PerumusanKebijakan
ReformasiBirokrasidan
AkuntabilitasAparatur, 
danPengawasan

Terlaksananyaharmonisasi
danfinalisasiRUU SPIP

JumlahRUU yang 
disempurnakan/ finalisasi

1 UU 800

41 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian PAN 
dan RB

Pengelolaan dan 
Pembinaan Hukum, 
Komunikasi Publik dan 
Sistem Informasi

Terbangunnya Menpan RB 
Resources Management 
System

Jumlah sistem aplikasi evaluasi 
SAKIP online

1 aplikasi 0

42 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan
AparaturNegara 
danReformasi
Birokrasi

PerumusanKebijakan
ReformasiBirokrasidan
AkuntabilitasAparatur, 
danPengawasan

Tersusunnya pedoman 
tentang akuntabilitas kinerja 
IP

Pedoman tentang akuntabilitas 
kinerja IP yang disusun

1 Pedoman 400

43 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan I

Terlaksananya asistensi dan 
konsultasi penerapan SAKIP di 
wilayah I

Julah IP yang mendapatkan 
asistensi dan konsultasi penerapan 
SAKIP di wilayah Barat

70 IP 210

44 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan I

Terlakasananya evaluasi atas 
implementasi SAKIP di wilayah 
I

Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 
silayah Barat

160 IP 940

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB
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PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

45 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan II

Terlaksananya asistensi dan 
konsultasi penerapan SAKIP di 
wilayah II

Jumlah IP yang mendapatkan 
asistensi dan konsultasi penerapan 
SAKIP di wilayah Tengah

70 IP 210

46 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan II

Terlakasananya evaluasi atas 
implementasi SAKIP di wilayah 
II

Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 
silayah Tengah

160 IP 980

47 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan III

Terlaksananya asistensi dan 
konsultasi penerapan SAKIP di 
wilayah III

Jumlah IP yang mendapatkan 
asistensi dan konsultasi penerapan 
SAKIP di wilayah Timur

70 IP 210

48 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan, 
Pemantauan, dan 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan 
Pengawasan III

Terlakasananya evaluasi atas 
implementasi SAKIP di wilayah 
III

Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 
silayah Timur

160 IP 1,130
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no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Sistem 
Manajemen 
Kinerja 
Pembangunan 
nasional

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Bappenas

PengelolaanData dan
InformasiPerencanaan
Pembangunan Nasional

Terlaksananya e-planning dalam 
penyusunan dokumen 
perencanaan (RPJM/RKP) secara 
online

Penerapan sistem e-planning 
secara online sesuai rencana

100% 8,000

no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Pengembangan 
Aplikasi Informatika

Pembinaan dan 
Pengembangan E-
Government

Ditetapkannya CIO Nasional TerbentuknyaCIO Nasional TBA 1,000

2 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Pengembangan 
Aplikasi Informatika

Pembinaan dan 
Pengembangan E-
Government

Ditetapkan masterplan dan 
arsitektur e-Gov

Terbentuknya Masterplan dan 
arsitektur e-Gov

1 Keputusan CIO 
Nasional

2,000

3 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Pengembangan 
Aplikasi Informatika

Pembinaan dan 
Pengembangan E-
Government

DitetapkannyaData Center 
Nasional dansistem
pendukungnya

Terbentuknya Data Center 
Nasional dan sistem 
pendukungnya

1 3,000

4 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Pengembangan 
Aplikasi Informatika

Pembinaan dan 
Pengembangan E-
Government

Pengintegrasian sistem dan 
layanan serta data strategis 
nasional

Terintegrasinya sistem dan 
layanan serta data strategis 
nasional (persentase)

100 7,197

REFORMASI BIROKRASI: BAPPENAS
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no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program Pengkajian 
Administrasi Negara 
dan Diklat Aparatur 
Negara

Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaraan 
Diklat Kepemimpinan 
Aparatur Nasional

Meningkatnya kompetensi 
kepemimpinan visioner pejabat 
struktural Eselon 1

Jumlah peserta Diklat Pim Tk I 120 5,600

2 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program Pengkajian 
Administrasi Negara 
dan Diklat Aparatur 
Negara

Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaraan 
Diklat Kepemimpinan 
Aparatur Nasional

Meningkatnya kompetensi 
kepemimpinan strategis pejabat 
struktural Eselon II

Jumlah peserta Diklatpim Tk II 720 orang 21,356

3 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program Pengkajian 
Administrasi Negara 
dan Diklat Aparatur 
Negara

Penyelenggaraan 
Diklat Teknis Dan 
Fungsional

Terwujudnya peningkatan 
kapasitas ASN Pelayanan Publik

Jumlah peserta diklat Revolusi 
mental dalam pelayanan publik 
(pilot project)

90 Peserta 720

4 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program Pengkajian 
Administrasi Negara 
dan Diklat Aparatur 
Negara

Penyelenggaraan 
Diklat Teknis Dan 
Fungsional

Terlaksananya diklat TOT 
revolusi mental dalam 
pelayanan publik

Jumlah peserta diklat TOT revolusi 
mental dalam pelayanan publik

500 Peserta 4,000

5 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program Pengkajian 
Administrasi Negara 
dan Diklat Aparatur 
Negara

Penyelenggaraan 
Diklat Teknis Dan 
Fungsional

Terbentuknyakader-kader
reform padainstansi
pemerintah

Jumlah peserta diklat RLA 200 Peserta 16,000

REFORMASI BIROKRASI: LAN



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Penilaian dan Akuisisi 
Arsip

Terlaksananya penilaian dan 
akuisisi arsip

Jumlah dokumen yang 
diselamatkan untuk Kabinet 
Indonesia Bersatu

115 
berkas/reel/roll/kaset

65

2 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Penilaian dan Akuisisi 
Arsip

Terlaksananya penilaian dan 
akuisisi arsip

Jumlah hasil arsip yang diakuisisi 900

3 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Penilaian dan Akuisisi 
Arsip

Terlaksananyapenilaiandan
akuisisiarsip

Jumlah dokumen Pemilu yang 
diselamatkan

600 
berkas/reel/roll/kaset

310

4 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Penilaian dan Akuisisi 
Arsip

Terlaksananya penilaian dan 
akuisisi arsip

Jumlah arsip Memorial Presidential 
yang diselamatkan

325 
berkas/reel/roll/kaset

94

5 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pembinaan Kearsipan 
Pusat

Meningkatnya ekfetivitas 
penyelenggaraan system 
kearsipan di lembaga negara 
dan badan pemerintah pusat

Jumlah instansi pusat yang sudah 
menerapkan SIKD-TIK: 
pendampingan, pembekalan, dan 
serah terima aplikasi, monev

10 KL/BUMN/PTN (4 
KL/3 BUMN/3 PTN)

1,509

6 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan 
Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pendidikan dan 
Pelatihan Kearsipan

Terlaksananya diklat penciptaan 
jabatan fungsional arsiparis

Jumlah peserta diklat jabatan 
fungsional arsiparis

222 orang 1,693

REFORMASI BIROKRASI: ANRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

7 PelaksanaanRoad Map RB, 
PeningkatanAsistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknisPelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Pendidikandan
Pelatihan
Kearsipan

Terlaksananyadiklat teknis
kearsipan

Jumlahpesertadiklat teknis
kearsipan

900 orang 3,275

8 PelaksanaanRoad Map RB, 
PeningkatanAsistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknisPelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Kearsipan

Terselenggaranya kegiatan KSST Jumlahpesertapreservasi
arsipuntuk TimurLeste

18 orang 426

9 PelaksanaanRoad Map RB, 
PeningkatanAsistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknisPelaksanaanRB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Pendidikandan
Pelatihan
Kearsipan

TerselenggaranyakegiatanKSST Presentase monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
pendidikan dan pelatihan 
kearsipan

100% 300

10 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Kearsipan

Terselenggaranya kegiatan KSST Jumlah peserta pelatihan 
restorasi kearsipan untuk 
Palestina

10 orang 426

11 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pelaksanaan 
Akreditasi 
Kearsipan

Meningkatnya efektivitas 
penyelenggaraan akreditasi dan 
pengawasan kearsipan

Jumlah pencipta arsip dan 
lembaga yang diakreditasi

20 875

12 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pelaksanaan 
Akreditasi 
Kearsipan

Meningkatnya efektivitas 
penyelenggaraan akreditasi dan 
pengawasan kearsipan

Jumlah pencipta arsip dan 
lembaga yang diawasi

74 2,416

REFORMASI BIROKRASI: ANRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

13 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pelaksanaan 
Akreditasi Kearsipan

Meningkatnya efektivitas 
penyelenggaraan akreditasi dan 
pengawasan kearsipan

Presentase monitoring dan evaluasi 100% 0

14 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Pembinaan Kearsipan 
Daerah I

Terlaksananya bimbingan teknis 
pengelolaan arsip aset sesuai 
peraturan perundangan

Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota 
yang mendapatkan kemampuan 
teknis pengelolaan arsip aset 
(ekonomi) sesuai dengan peraturan 
perundangan Wilayah I (Kalatara, 
Sulbar, Papua, Kaltim, NTB, Maluku)

6 Prov 800

15 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

PembinaanKearsipan
Daerah I

Terlaksananyabimbinganteknis
pengelolaanarsipasetsesuai
peraturanperundangan

Presentasemonitoring danevaluasi
terhadapProv/Kab/Kota yang telah
diberikanBimtek

100% 0

16 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pembinaan Kearsipan 
Daerah I

Terlaksananya bimbingan teknis 
pengelolaan arsip aset sesuai 
peraturan perundangan

Jumlah Prov/Kab/Kota yang 
mendapatkan pendampingan 
setelah diberikan Bimtek

6 Prov 0

17 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Pembinaan Kearsipan 
Daerah II

Terlaksananya bimbingan teknis 
pengelolaan arsip aset sesuai 
peraturan perudangan

Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota 
yang Mendapatkan Kemampuan 
Teknis Pengelolaan Arsip Aset 
sesuai dengan Peraturan 
Perundangan

6 Prov 600

REFORMASI BIROKRASI: ANRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

18 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penataan
tatakelola
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan
KearsipanNasional

Pembinaan Kearsipan 
Daerah II

Terlaksananya bimbingan teknis 
pengelolaan arsip aset sesuai 
peraturan perudangan

Jumlah pemerintah Prov/Kab/Kota 
yang mendapatkan pendampingan 
setelah diberikan Bimtek

6 Prov 0

19 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

PembinaanKearsipan
Daerah II

Terlaksananyabimbinganteknis
pengelolaanarsipasetsesuai
peraturanperudangan

Presentasemonitoring danevaluasi
terhadapProv/Kab/Kota yang telah
diberikanBimtek

100% 0

20 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penataan 
tatakelola 
birokrasi

Program 
Penyelenggaraan 
Kearsipan Nasional

Penyelenggaraan 
Sistem dan Jaringan 
Informasi Kearsipan 
Nasional

Peningkatan Sistem dan 
Jaringan Informasi Kearsipan 
Nasional

JumlahSimpulSistemdanJaringan
InformasiKearsipanNasional yang 
dikelola[PrioritasNasional]

45 Simpul 4,787

REFORMASI BIROKRASI: ANRI



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Pengembangan dan 
Pemeliharaan Perangkat 
dan Sistem Komputer Induk, 
Jaringan Komputer, Serta 
Sistem Informasi

Terwujudnya peningkatan 
kapasitas ICT BKN

Pengembangan private cloude 
BKN tahap II

100% 12,000

2 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Pengembangan dan 
Pemeliharaan Perangkat 
dan Sistem Komputer Induk, 
Jaringan Komputer, Serta 
Sistem Informasi

Terwujudnya peningkatan 
kapasitas ICT BKN

Pengoperasian DRC 100% 5,000

3 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Pengembangan dan 
Pemeliharaan Perangkat 
dan Sistem Komputer Induk, 
Jaringan Komputer, Serta 
Sistem Informasi

Terwujudnya peningkatan 
kapasitas ICT BKN

Penambahan jaringan sistem 
informasi kantor pusat dan 
kanreg

100% 2,500

4 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Perumusan dan 
Perancangan Sistem 
Informasi Berbasis 
Teknologi Informasi dan 
Pengelolaan Data 
Kepegawaian

Tersedianya sistem informasi 
manajemen dan database ASN 
yang lengkap, akurat, dan 
terkini

Pembangunan sistem 
informasi manajemen internal 
BKN

1 Paket Sistem 7,000

5 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Perumusan dan 
Perancangan Sistem 
Informasi Berbasis 
Teknologi Informasi dan 
Pengelolaan Data 
Kepegawaian

Tersedianya sistem informasi 
manajemen dan database ASN 
yang lengkap, akurat, dan 
terkini

sistem pengaduan elektronik 
yang dibangun dan diterapkan

1 Paket Sistem 3,000

REFORMASI BIROKRASI: BKN



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

6 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan
ManajemenASN

Program 
Penyelenggaraan
Manajemen
KepegawaianNegara

PerumusandanPerancangan
SistemInformasiBerbasis
TeknologiInformasidan
PengelolaanData 
Kepegawaian

Tersedianya sistem informasi 
manajemen dan database ASN 
yang lengkap, akurat, dan 
terkini

Pengembanganweb service dan
pengelolaandata

1 Paket Sistem 6,000

7 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan
ManajemenASN

Program 
Penyelenggaraan
Manajemen
KepegawaianNegara

PerumusandanPerancangan
SistemInformasiBerbasis
TeknologiInformasidan
PengelolaanData 
Kepegawaian

Tersedianyasisteminformasi
manajemendandatabase ASN 
yang lengkap, akurat, dan
terkini

Monitoring danevaluasiICT 
Governance

100% 1,000

8 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Pelaksanaan Pengembangan 
Kinerja, Standardisasi Kinerja 
Jabatan, dan Pengambangan 
Sistem Informasi Kinerja 
Pegawai Aparatur Sipil 
Negara

Terlaksananya pilot project 
penerapan kebijakan penilaian 
kinerja ASN berdasarkan 
mekanisme 360 derajat

Jumlah K/L yang dijadikan Pilot 
Project

10 K/L 2,000

9 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Penilaian Kompetensi dan 
Konseling Psikologi PNS

Tersusunnya peta kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah pemangku JPT yang 
dipetakan kompetensinya

4000 JPT 6,581

10 Pelaksanaan Road Map 
RB, Peningkatan 
Asistensi, Fasilitasi, 
Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Penilaian Kompetensi dan 
Konseling Psikologi PNS

Terbangunnya talent pool 
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah ASN yang masuk talent 
pool

5000 orang 2,500

REFORMASI BIROKRASI: BKN



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

11 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Penilaian Kompetensi dan 
Konseling Psikologi PNS

Tersusunnya Indeks 
Profesionalitas ASN

survey dan rilis data indeks ASN 
tahun 2017

1 paket 5,000

12 PelaksanaanRoad Map 
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi, 
BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penerapan 
Manajemen ASN

Program 
Penyelenggaraan 
Manajemen 
Kepegawaian Negara

Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Bidang 
Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan 
pejabat pengelola 
kepegawaian yang profesional

Jumlahpengelolakepegawaian
dananaliskepegawaianyang 
mengikutidiklatdan
bersertifikasi

1,600 10,400

REFORMASI BIROKRASI: BKN



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pelaksanaan investigasi 
program prioritas 
nasional pada BUMN/D

Persentase BUMN/D 
pelaksana prioritas nasional 
yang diinvestigasi

100% 2,500

2 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pelaksanaan investigasi 
program prioritas 
nasional pada BUMN/D

Persentase surat kepala BPKP 
kepada menteri 
penanggungjawab prioritas, 
menyampaikan rekomendasi 
hasil investigasi

100% disampaikan 0

3 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
investigasi

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti

100% 0

4 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Terkait Hambatan Kelancaran 
Pembangunan

Pelaksanaan investigasi 
bottleneck pelaksanaan 
prioritas pembangunan 
nasional

Persentase bottleneck 
pelaksanaan prioritas 
pembangunan nasional yang 
diinvestigasi

100% 2,000

REFORMASI BIROKRASI:BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

5 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembangunan Nasional Serta 
PembinaanPenyelenggaraan
SPIP TerkaitHambatan
KelancaranPembangunan

Pelaksanaan investigasi 
bottleneck pelaksanaan 
prioritas pembangunan 
nasional

Persentasepolicy brief yang 
diserahkankepadaPresiden, 
menyampaikan
rekomendasihasil
investigasibottleneck

100% disampaikan 0

6 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Terkait Investigasi pada 
Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan investigasi 
program prioritas nasional 
pada Kementerian/Lembaga

Persentase 
Kementerian/Lembaga 
pelaksana prioritas yang 
diinvestigasi

100% 2,500

7 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Terkait Investigasi pada 
Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan investigasi 
program prioritas nasional 
pada Kementerian/Lembaga

Persentase surat kepala 
BPKP kepada menteri 
penanggungjawab prioritas, 
menyampaikan 
rekomendasi hasil 
investigasi program prioritas

100% disampaikan 0

8 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Terkait Investigasi pada 
Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
investigasi

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

9 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPI Badan
Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
prioritas nasional pada Badan Usaha 
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan 
Perdagangan (termasuk pengawasan 
terhadap pengadaan bibit & pupuk, 
penyediaan sapi, program 
pembangunan LRT dan 
pembangunan kereta cepat Jakarta-
Bandung)

Persentase badan usaha 
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, 
dan Perdagangan pelaksana 
prioritas nasional yang 
dilakukan dan monitoring 
evaluasi.

100% 2,500

10 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPI Badan
Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan

Pelaksanaanmonitoring danevaluasi
prioritasnasionalpadaBadanUsaha 
Agrobisnis, JasaKonstruksi, dan
Perdagangan(termasukpengawasan
terhadappengadaanbibit & pupuk, 
penyediaansapi, program 
pembangunanLRT dan
pembangunankeretacepatJakarta-
Bandung)

Persentasesuratkepala
BPKP kepadaBadanUsaha 
pelaksana, menteri
penanggungjawabprioritas
danKSP, menyampaikan
rekomendasihasil
pengawasanprioritas
nasional

100% disampaikan 0

11 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Agrobisnis, Jasa 
Konstruksi, dan 
Perdagangan

Pelaksanaan monitoring atas tindak 
lanjut rekomendasi hasil pengawasan 
prioritas nasional pada Badan Usaha 
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan 
Perdagangan (termasuk pengawasan 
terhadap pengadaan bibit & pupuk, 
penyediaan sapi, program 
pembangunan LRT dan 
pembangunan kereta cepat Jakarta-
Bandung)

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh Badan 
Usaha Agrobisnis, Jasa 
Konstruksi, dan 
Perdagangan

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

12 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembangunan Nasional Serta 
PembinaanPenyelenggaraanSPI 
BadanUsaha JasaKeuangandan
Manufaktur

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha Jasa Keuangan dan 
Manufaktur (termasuk 
pengawasan kredit usaha rakyat)

Persentase Badan Usaha 
Jasa Keuangan dan 
Manufaktur pelaksana 
prioritas nasional yang 
dilakukan monitoring 
evaluasi.

100% 2,000

13 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Keuangan dan 
Manufaktur

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha Jasa Keuangan dan 
Manufaktur (termasuk 
pengawasan kredit usaha rakyat)

Persentase surat kepala 
BPKP kepada Badan Usaha 
pelaksana, menteri 
penanggungjawab prioritas 
dan KSP, menyampaikan 
rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas 
nasional

100% 
disampaikan

0

14 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Keuangan dan 
Manufaktur

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas nasional 
pada Badan Usaha Jasa Keuangan 
dan Manufaktur (termasuk 
pengawasan kredit usaha rakyat)

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh Badan 
Usaha Jasa Keuangan dan 
Manufaktur

100% 0

15 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian 
(termasuk pengawasan atas 
program pembangunan 
kelistrikan 35.000 MW)

Persentase Badan Usaha 
Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan 
Industri dan Jasa Lainnya 
serta Kementerian 
pelaksana prioritas nasional 
yang dilakukan monitoring 
evaluasi.

100% 2,500

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

16 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
dan Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri 
dan Jasa Lainnya serta 
Kementerian

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian 
(termasuk pengawasan atas 
program pembangunan kelistrikan 
35.000 MW)

Persentase surat kepala BPKP 
kepada Badan Usaha pelaksana, 
menteri penanggungjawab 
prioritas dan KSP, 
menyampaikan rekomendasi 
hasil pengawasan prioritas 
nasional

100% 
disampaikan

0

17 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
dan Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri 
dan Jasa Lainnya serta 
Kementerian

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas nasional 
pada Badan Usaha Jasa 
Perhubungan, Pariwisata, 
Kawasan Industri dan Jasa Lainnya 
serta Kementerian (termasuk 
pengawasan atas program 
pembangunan kelistrikan 35.000 
MW)

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh Badan 
Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri 
dan Jasa Lainnya serta 
Kementerian

100% 0

18 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
dan Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha Milik Daerah 
(termasuk pengawasan layanan 
RSUD, layanan PDAM dan 
pelaksanaan program Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM))

Persentase Badan Usaha Milik 
Daerahpelaksana prioritas 
nasional yang dilakukan dan 
monitoring evaluasi.

100% 2,000

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

19 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional 
pada Badan Usaha Milik 
Daerah (termasuk 
pengawasan layanan RSUD, 
layanan PDAM dan 
pelaksanaan program Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM))

Persentase surat kepala BPKP 
kepada Badan Usaha pelaksana, 
menteri penanggungjawab 
prioritas dan KSP, menyampaikan 
rekomendasi hasil pengawasan 
prioritas nasional

100% 
disampaikan

0

20 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPI Badan
Usaha Milik Daerah

Pelaksanaanmonitoring atas
tindaklanjut rekomendasi
hasilpengawasanprioritas
nasionalpadaBadanUsaha 
Milik Daerah (termasuk
pengawasanlayananRSUD, 
layananPDAM dan
pelaksanaanprogram Sistem
PenyediaanAir Minum
(SPAM))

Persentasemonitoring atas
rekomendasiyang ditindaklanjuti
olehBadanUsaha Milik Daerah

100% 0

21 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha/Lembaga Perminyakan 
dan Gas Bumi

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional 
pada Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi 
(termasuk pengawasan 
terhadap KKKS (Kontrak 
Kerjasama) perminyakan dan 
gas bumi)

Persentase Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi 
pelaksana prioritas nasional yang 
dilakukan monitoring evaluasi.

100% 2,000

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

22 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional pada 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi 
(termasuk pengawasan terhadap 
KKKS (Kontrak Kerjasama) 
perminyakan dan gas bumi)

Persentase surat kepala BPKP 
kepada Badan Usaha pelaksana, 
menteri penanggungjawab 
prioritas dan KSP, 
menyampaikan rekomendasi 
hasil pengawasan prioritas 
nasional

100% 
disampaikan

0

23 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas nasional 
pada Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi 
(termasuk pengawasan terhadap 
KKKS (Kontrak Kerjasama) 
perminyakan dan gas bumi)

Persentasemonitoring atas
rekomendasiyang 
ditindaklanjutiolehBadan
Usaha/LembagaPerminyakan
danGas Bumi

100% 0

24 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaanmonitoring dan
evaluasiprioritasnasional
infrastrukturdanperhubungandi 
K/L

Persentase K/L pelaksana 
prioritas nasional infrastruktur 
dan perhubungan yang 
dilakukan monitoring dan 
evaluasi

100% 3,000

25 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembangunan Nasional Serta 
PembinaanPenyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
BidangIndustridanDistribusi

Pelaksanaanmonitoring dan
evaluasiprioritasnasional
infrastrukturdanperhubungandi 
K/L

PersentasesuratkepalaBPKP 
kepadaK/L pelaksana, menteri
penanggungjawabprioritasdan
KSP, menyampaikan
rekomendasihasilpengawasan
prioritasnasional

100% 
disampaikan

0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

26 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas 
nasional infrastruktur dan 
perhubungan di K/L

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh K/L

100% 0

27 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan audit dan 
monitoring evaluasi 
prioritas nasional bidang 
pendidikan dan 
perlindungan sosial, serta 
kesehatan di K/L

Persentase K/L pelaksana prioritas 
nasional bidang pendidikan dan 
perlindungan sosial, serta 
kesehatan yang dilakukan audit 
dan monitoring evaluasi.

100% 3,000

28 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan audit dan 
monitoring evaluasi 
prioritas nasional bidang 
pendidikan dan 
perlindungan sosial, serta 
kesehatan di K/L

Persentase surat kepala BPKP 
kepada K/L pelaksana, menteri 
penanggungjawab prioritas dan 
KSP, menyampaikan rekomendasi 
hasil pengawasan prioritas 
nasional

100% 
disampaikan

0

29 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembangunan Nasional Serta 
PembinaanPenyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
BidangKesejahteraanRakyat

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas 
nasional bidang pendidikan 
dan perlindungan sosial, 
serta kesehatan di K/L

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

30 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPIP 
Kementerian/Lembaga
BidangPerekonomian
Lainnya

Pelaksanaanmonitoring 
danevaluasiprioritas
nasionalbidangpariwisata

PersentaseK/L pelaksanaprioritas
nasionalbidangpariwisatayang 
dilakukanmonitoring danevaluasi.

100% 2,000

31 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga 
Bidang Perekonomian 
Lainnya

Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi prioritas 
nasional bidang pariwisata

Persentase surat kepala BPKP 
kepada K/L pelaksana, menteri 
penanggungjawab prioritas dan 
KSP, menyampaikan rekomendasi 
hasil pengawasan prioritas nasional

100% disampaikan 0

32 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga 
Bidang Perekonomian 
Lainnya

Pelaksanaanmonitoring 
atastindaklanjut
rekomendasihasil
pengawasanprioritas
nasionalbidangpariwisata

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

33 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP pada 
Kegiatan yang Dibiayai Dari 
Pinjaman dan Bantuan Luar 
Negeri

Pelaksanaan audit 
kegiatan yang dibiayai 
Pinjaman dan Bantuan 
Luar Negeri

Persentase K/L pelaksana kegiatan 
yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan 
Luar Negeri yang dilakukan audit.

100% 2,000

34 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP pada 
Kegiatan yang Dibiayai Dari 
Pinjaman dan Bantuan Luar 
Negeri

Pelaksanaan audit 
kegiatan yang dibiayai 
Pinjaman dan Bantuan 
Luar Negeri

Persentase surat kepala BPKP 
kepada K/L pelaksana dan KSP, 
menyampaikan rekomendasi hasil 
pengawasan program prioritas

100% disampaikan 0

35 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP pada 
Kegiatan yang Dibiayai Dari 
Pinjaman dan Bantuan Luar 
Negeri

Pelaksanaanmonitoring 
atastindaklanjut
rekomendasihasil
pengawasankegiatan
yang dibiayaiPinjaman
danBantuanLuarNegeri

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti.

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

36 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan
Yang 
Independendan
Profesional

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPIP 
Kementerian/Lembaga
BidangProduksidanSumber
DayaAlam

Pelaksanaanmonitoring dan
evaluasiprioritasnasional
bidangketahananpangan, 
kemaritimandanketahanan
energidi K/L

PersentaseK/L pelaksana
prioritasnasionalbidang
ketahananpangan, kemaritiman
danketahananenergiyang 
dilakukanmonitoring evaluasi.

100% 2,500

37 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga 
Bidang Produksi dan Sumber 
Daya Alam

Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi prioritas nasional 
bidang ketahanan pangan, 
kemaritiman dan ketahanan 
energi di K/L

Persentase surat kepala BPKP 
kepada K/L pelaksana, menteri 
penanggungjawab prioritas dan 
KSP, menyampaikan 
rekomendasi hasil pengawasan 
prioritas nasional

100% disampaikan 0

38 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga 
Bidang Produksi dan Sumber 
Daya Alam

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan prioritas nasional 
bidang ketahanan pangan, 
kemaritiman dan ketahanan 
energi di K/L

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

39 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring evaluasi 
atas program prioritas yang 
dilaksanakan di daerah 
(Termasuk hasil pengawasan 
dana desa)

Persentase Pemda dan 
perwakilan K/L pelaksana 
program prioritas di daerah 
yang dilakukan monitoring 
evaluasi

100% 65,000

40 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring evaluasi 
atas program prioritas yang 
dilaksanakan di daerah 
(Termasuk hasil pengawasan 
dana desa)

Persentase surat kepala 
perwakilan BPKP kepada Pemda 
pelaksana, BPKP pusat, KSP dan 
menteri penanggungjawab 
prioritas, menyampaikan 
rekomendasi hasil pengawasan 
program prioritas

100% disampaikan 0

41 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Pengawasan 
Yang 
Independen dan 
Profesional

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan Pembangunan 
Nasional Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring 
terhadap tindaklanjut 
rekomendasi hasil pengawasan 
program prioritas yang 
dilaksanakan di daerah 
(Termasuk hasil pengawasan 
dana desa)

Persentase monitoring atas 
rekomendasi hasil pengawasan 
yang ditindaklanjuti oleh Pemda 
dan perwakilan K/L pelaksana 
program prioritas

100% 0

42 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangandan
Kinerja

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
PengawasanIntern 
AkuntabilitasKeuangan
Negara danPembangunan 
Nasional Serta Pembinaan
PenyelenggaraanSPI Badan
Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, danPerdagangan

Pelaksanaanasistensidan
penilaianuntuk peningkatkan
level maturitaspenyelenggaraan
SPI BadanUsaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, danPerdagangan

PersentaseBadanusahayang 
diberikanasistensidandinilai
maturitaspenyelenggaraanSPI 
BadanUsaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, danPerdagangan

100% 500

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

43 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan 
Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Agrobisnis, 
Jasa Konstruksi, dan 
Perdagangan

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Agrobisnis, 
Jasa Konstruksi, dan 
Perdagangan

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh 
Badan Usaha Agrobisnis, Jasa 
Konstruksi, dan Perdagangan

100% 0

44 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan 
Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa 
Keuangan dan 
Manufaktur

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
peningkatkan level 
maturitas penyelenggaraan 
SPI Badan Usaha Jasa 
Keuangan dan Manufaktur

Persentase Badan usaha yang diberikan 
asistensi dan dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa 
Keuangan dan Manufaktur

100% 500

45 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan 
Negara dan 
Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa 
Keuangan dan 
Manufaktur

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa 
Keuangan dan Manufaktur

Persentasemonitoring atas
rekomendasiyang ditindaklanjutioleh
BadanUsaha JasaKeuangandan
Manufaktur

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

46 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri 
dan Jasa Lainnya serta 
Kementerian

Persentase Badan usaha yang 
diberikan asistensi dan dinilai 
maturitas penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian

100% 500

47 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri dan 
Jasa Lainnya serta Kementerian

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Jasa Perhubungan, 
Pariwisata, Kawasan Industri 
dan Jasa Lainnya serta 
Kementerian

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh SPI Badan Usaha Jasa 
Perhubungan, Pariwisata, 
Kawasan Industri dan Jasa 
Lainnya serta Kementerian

100% 0

48 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Milik Daerah

Persentase Badan usaha yang 
diberikan asistensi dan dinilai 
maturitas penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Milik Daerah

10% 500

49 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha Milik Daerah

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh SPI Badan Usaha Milik 
Daerah

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

50 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Persentase Badan usaha yang 
diberikan asistensi dan dinilai 
maturitas penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

100% 500

51 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPI 
Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPI Badan 
Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh Badan Usaha/Lembaga 
Perminyakan dan Gas Bumi

100% 0

52 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangandan
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Fiskal dan Investasi

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPIP K/L 
Bidang Fiskal dan Investasi

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPIP

6 K/L (Kemenko 
perekonomian, 
Bappenas, 
PPATK, 
Kemenkeu, 
LKPP, BKPM)

500

53 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Fiskal dan Investasi

Pelaksanaanmonitoring atas
tindaklanjut rekomendasi
peningkatkanlevel maturitas
penyelenggaraanSPIP

Persentasemonitoring atas
rekomendasiyang ditindaklanjuti
olehK/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

54 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Fiskal dan Investasi

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/L Bidang Fiskal dan 
Investasi

Jumlah K/L yang diberikan 
Bimtek dan dinilai kapabilitas 
APIP

6 K/L (Kemenko 
perekonomian, 
Bappenas, PPATK, 
Kemenkeu, LKPP, 
BKPM)

300

55 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Fiskal dan Investasi

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi 
peningkatan kapabilitas 
APIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

56 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan asistensi 
dan penilaian untuk 
meningkatkan level 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP 
K/L Bidang Industri dan 
Distribusi

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPIP

3 K/L (Kemendag, 
Kemenperin, BMKG)

300

57 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi 
peningkatkan level 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

58 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/L Bidang Industri dan 
Distribusi

JumlahK/L yang diberikan
Bimtekdandinilaikapabilitas
APIP

4 K/L (Kementerian 
ATR/BPN, Kemendag, 
BMKG, Kemenhub)

250

59 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatan 
kapabilitas APIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

60 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
meningkatkan level 
maturitas penyelenggaraan 
SPIP K/L Bidang 
Kesejahteraan Rakyat

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPIP

7 K/L (Kemendikbud, 
Kemenristekdikti, 
Kemenag, Kemensos, 
BNPB, BATAN dan 
BPOM)

450

61 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

62 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/L Bidang Kesejahteraan 
Rakyat

Jumlah K/L yang diberikan 
Bimtek dan dinilai 
kapabilitas APIP

9 K/L (Kemendikbud, 
Kemenristekdikti, 
Kemenag, Kemensos, 
BNPB, BPOM, BATAN, 
BIG, dan Kemenko 
PMK)

300

63 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatan kapabilitas APIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

64 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Penegakan Hukum dan Sekretariat 
Lembaga Tinggi Negara

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
meningkatkan level 
maturitas penyelenggaraan 
SPIP K/L Bidang Penegakan 
Hukum dan Sekretariat 
Lembaga Tinggi Negara

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP

5 K/L (Kementerian 
Hukum dan HAM, DPR, 
DPD, KY, dan MK)

400

65 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Penegakan Hukum dan Sekretariat 
Lembaga Tinggi Negara

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level 
maturitas penyelenggaraan 
SPIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

66 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Penegakan Hukum dan Sekretariat 
Lembaga Tinggi Negara

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/LBidang Penegakan Hukum 
dan Sekretariat Lembaga 
Tinggi Negara

Jumlah K/L yang 
diberikan Bimtek dan 
dinilai kapabilitas APIP

5 K/L (Kementerian 
Hukum dan HAM, DPR, 
DPD, KY, dan MK)

250

67 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Penegakan Hukum dan Sekretariat 
Lembaga Tinggi Negara

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatan kapabilitas APIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

68 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Perekonomian Lainnya

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
meningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPIP K/L 
Bidang Perekonomian 
Lainnya

Jumlah K/L yang 
diberikan asistensi dan 
dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPIP

6 K/L (Kemenpar, 
Kementerian 
Ketenagakerjaan, 
BNP2TKI, BPS, BP 
Batam, BeKraf)

500

69 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Perekonomian Lainnya

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

70 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Perekonomian Lainnya

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/L Bidang Perekonomian 
Lainnya

Jumlah K/L yang diberikan 
Bimtek dan dinilai 
kapabilitas APIP

6 K/L (Kemenpar, 
Kementerian 
Ketenagakerjaan, 
BNP2TKI, BPS, BP 
Batam, BeKraf)

250

71 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Perekonomian Lainnya

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatan 
kapabilitas APIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

72 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Pertahanan dan Keamanan

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
meningkatkan level 
maturitas penyelenggaraan 
SPIP K/L Bidang Pertahanan 
dan Keamanan

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai 
maturitas penyelenggaraan 
SPIP

6 K/L (Kemenhan, 
Kemenkes, Kemen 
Kominfo, Lemhanas, 
Perpustakaan Nasional, 
BKKBN)

450

73 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Pertahanan dan Keamanan

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

74 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Pertahanan dan 
Keamanan

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP K/L 
Bidang Pertahanan dan 
Keamanan

Jumlah K/L yang diberikan 
Bimtek dan dinilai 
kapabilitas APIP

6 K/L (Kemenhan, 
Kemenkes, Kemen 
Kominfo, Lemhanas, 
Perpustakaan Nasional, 
BKKBN)

300

75 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Pertahanan dan 
Keamanan

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatan kapabilitas APIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

76 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Polsoskam Lainnya

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk meningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPIP K/L 
Bidang Polsoskam Lainnya

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP

9 K/L (Setkab, LAN, 
Kemenlu, Kemenpan 
dan RB, BKN, 
Kemendes PDTT, 
Setneg, ANRI, LPSK)

450

77 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan 
SPIP Kementerian/Lembaga 
Bidang Polsoskam Lainnya

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

78 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Polsoskam Lainnya

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatan 
kapabilitas APIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

79 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Polsoskam Lainnya

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP 
K/L Bidang Polsoskam 
Lainnya

Jumlah K/L yang diberikan 
Bimtek dan dinilai kapabilitas 
APIP

6 K/L (LAN, Kemenlu, 
Kemenpan dan RB, 
Kemendes PDTT, 
Setneg, ANRI)

250

80 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk 
meningkatkan level 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP K/L 
Bidang Produksi dan 
Sumber Daya Alam

Jumlah K/L yang diberikan 
asistensi dan dinilai maturitas 
penyelenggaraan SPIP

5 K/L (Kementan, 
Kementerian ESDM, 
Kemen LHK, Kemenko 
Maritim, Kemen KP)

400

81 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi 
peningkatkan level 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh K/L

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

82 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP K/L 
Bidang Produksi dan Sumber 
Daya Alam

Jumlah K/L yang 
diberikan Bimtek dan 
dinilai kapabilitas APIP

5 K/L (Kementan, 
Kementerian ESDM, 
Kemen LHK, 
Kemenko Maritim, 
Kemen KP)

300

83 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan 
Pengawasan Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 
Kementerian/Lembaga Bidang 
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatan kapabilitas APIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh 
K/L

100% 0

84 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangandan
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan asistensi dan 
penilaian untuk meningkatkan 
level maturitas 
penyelenggaraan SPIP di 
Pemda

Persentase Pemda 
yang diberikan 
asistensi dan dinilai 
maturitas 
penyelenggaraan SPIP

100% 31,657

85 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan Intern 
Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional Serta 
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring atas 
tindak lanjut rekomendasi 
peningkatkan level maturitas 
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring 
atas rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh 
Pemda

100% 0

REFORMASI BIROKRASI:



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

86 PeningkatanDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasiKeuangan

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangandan
Kinerja

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuanganNegara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan Bimtek dan 
penilaian kapabilitas APIP di 
Pemda

Persentase Pemda yang diberikan 
Bimtek dan dinilai kapabilitas APIP

100% 10,000

87 Peningkatan Disiplin 
dan Pengawasan 
Kinerja dan 
Administrasi Keuangan

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan 
Kinerja

Program Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Akuntabilitas 
Keuangan Negara dan 
Pembangunan Nasional 
Serta Pembinaan 
Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut 
rekomendasi peningkatan 
kapabilitas APIP

Persentase monitoring atas 
rekomendasi yang ditindaklanjuti 
oleh Pemda

100% 0

REFORMASI BIROKRASI: BPKP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Pemberian Advokasi 
dan Penyelesaian 
Sanggah Wilayah I

Konsolidasi pengadaan dengan 
penguatan perencanaan 
pengadaan

Persentase nilai anggaran pengadaan 
yang terkonsolidasi terhadap belanja 
pengadaan dalam APBN/APBD

20% 6,933

2 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik 
(SPSE) Nasional

Meningkatnya kualitas layanan, 
kapasitas dan keamanan 
informasi dalam 
penyelenggaraan layanan 
pengadaan secara elektronik

Jumlah LPSE yang terstandarisasi 610 LPSE 7,233

3 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatansistem
pengadaan
barangdanjasa

Program Pengembangan
SistemPengadaan
Barang/JasaPemerintah

Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik 
(SPSE) Nasional

Peningkatan penyedia yang 
berpartisipasi dalam Sistem 
Informasi Kinerja Penyedia 
(SiKAP)

Jumlah penyedia yang terkualifikasi 112000 
penyedia

10,490

4 PelaksanaanRoad Map RB, 
PeningkatanAsistensi, 
Fasilitasi, BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik 
(SPSE) Nasional

Terbangunnya Cloud Data 
Center LPSE

Jumlah Cloud Data Center LPSE 34 Provinsi 37,806

5 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Pengembangan 
Sistem Profesi Ahli 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah

Tercapainya maturitas organiasi 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah

Jumlah ULP yang mencapai 
maturitas (level 3)

441 ULP 7,342

6 Pelaksanaan Road Map RB, 
Peningkatan Asistensi, 
Fasilitasi, Bimbingan Teknis 
Pelaksanaan RB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

Pengembangan 
Sistem Profesi Ahli 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah

Terpenuhinya jumlah pejabat 
fungsional pengelola PBJ

Jumlah pejabat fungsional pengelola 
PBJ

3500 orang 3,356

REFORMASI BIROKRASI: LKPP



no Program Prioritas Kegiatan 
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

7 PelaksanaanRoad Map RB, 
PeningkatanAsistensi, 
Fasilitasi, BimbinganTeknis
PelaksanaanRB

Penguatan sistem 
pengadaan 
barang dan jasa

Program Pengembangan
SistemPengadaan
Barang/JasaPemerintah

Pengembangan 
Sistem Katalog

Meningkatnya jumlah produk 
yang masuk dalam e-catalogue

Jumlah produk yang masuk e-
catalogue

62500 produk 6,556

REFORMASI BIROKRASI: LKPP

REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN RI

no Program Prioritas Kegiatan Prioritas PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

1 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan kapasitas 
pengelolaan kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan 
Pelayanan Publik

Penyelesaian 
Laporan/Pengaduan 
Masyarakat

Meningkatnya persentase 
pengaduan masyarakat yang 
diselesaikan

Persentase pengaduan masyarakat 
yang diselesaikan (periode Oktober 
2016 - September 2017)

100% 6,000

2 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatankapasitas
pengelolaankinerja
pelayananpublik

Program 
Pengawasan 
Pelayanan Publik

Penyelesaian 
Laporan/Pengaduan 
Masyarakat

Penguatan sistem informasi 
manajemen penyelesaian 
laporan

Bekerjanya sistem monitoring dan 
evaluasi dalam SIMPEL

100% 500

3 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatankapasitas
pengelolaankinerja
pelayananpublik

Program 
Pengawasan
PelayananPublik

Penyelesaian 
Laporan/Pengaduan 
Masyarakat

Penguatan sistem informasi 
manajemen penyelesaian 
laporan

Aktifnya Online Tracking System 
secara efektif

100% 500

4 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan kapasitas 
pengelolaan kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan
PelayananPublik

Penyelesaian 
Laporan/Pengaduan 
Masyarakat

Rekomendasi perbaikan 
kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan pelayanan publik 
yang bersifat sistemik

Jumlah rekomendasi perbaikan 
kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan pelayanan publik 
yang bersifat sistemik

35 rekomendasi 5,200



no Program Prioritas KegiatanPrioritas PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

5 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan
kapasitas
pengelolaankinerja
pelayananpublik

Program 
Pengawasan
PelayananPublik

PencegahanMal-
Administrasi

MeningkatnyaPartisipasi
LSM/PerguruanTinggi/Individu

Jumlahsosialisasidengan
LSM/PerguruanTinggi/Individu

68 sosialisasi[(2 x 33 
kantorperwakilan) + 2 
pusat]

3,500

6 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan 
Pelayanan Publik

Pencegahan Mal-
Administrasi

Meningkatnya partisipasi 
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

Jumlah ToT LSM/Perguruan 
Tinggi/Individu

35 ToT [1 Rakor 
Persiapan + 33 ToT 
Perwakilan dan 1 ToT 
Pusat]

3,100

7 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan
PelayananPublik

Pencegahan Mal-
Administrasi

Meningkatnya partisipasi 
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

Jumlah pertemuan berkala dengan 
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

4 kali pertemuan dalam 
setahun di masing-
masing kantor 
perwakilan dan kantor 
pusat

5,000

no Program Prioritas Kegiatan Prioritas PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

8 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kapasitas 
pengelolaan kinerja 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan 
Pelayanan Publik

Pencegahan Mal-
Administrasi

Terintegrasinya seluruh sistem 
pengelolaan pengaduan ke 
dalam SP4N

Pelaksanaan review atas 
pelaksanaan SP4N

100% 1,400

9 Penerapan Standar 
Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi 
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen 
pelayanan publik

Program 
Pengawasan 
Pelayanan Publik

Pencegahan Mal-
Administrasi

Terlaksananya survey terhadap 
kepatuhan K/L/Pemda atas 
pelaksanaan UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik

Jumlah survey atas pelaksanaan UU 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik di seluruh 
K/L/Pemda

1 kali survey 5,000

REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN RI



no Program Prioritas Kegiatan
Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

10 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayananpublik

Program Pengawasan
PelayananPublik

PencegahanMal-
Administrasi

Terlaksananya survey terhadap 
kepatuhan K/L/Pemda atas 
pelaksanaan UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik

Pemantauan dan verifikasi atas 
tindaklanjut hasil survey 
Ombudsman RI melalui Apllikasi 
Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK)

100% 1,000

11 PenerapanStandar
PelayananPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

Penguatan 
kelembagaan 
dan manajemen 
pelayanan publik

Program Pengawasan 
Pelayanan Publik

Pencegahan Mal-
Administrasi

Terlaksananyasurvey terhadap
kepatuhanK/L/Pemdaatas
pelaksanaanUU Nomor25 
Tahun2009 tentangPelayanan
Publik

Penyampaianhasilsurvey 
kepatuhankepadaK/L/Pemda
(Pemberianpenghargaanhasil
penilaiankepatuhanK/L/Pemda)

100% 1,000

REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN RI
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUNG
JAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Kalimantan
Timur

Pelaksanaan penyampaian LHKASN 
pegawai se Kabupaten

Kab. Penajam
Panser Utara

3981 Pegawai 150 Kementerian
PAN dan RB

4

Kalimantan
Timur

PenangananIjazahPalsu Kab. Penajam
Panser Utara

3981 Pegawai 200 Kementerian
PAN dan RB

4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Pengelolaan Road Map RB Dan Penguatan Pengelolaan RB Nasional
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUNG
JAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Sulawesi 
Tenggara

Diklat ManajemenPembangunan, 
Kependudukandan KeuanganDaerah

Prov. Sulawesi 
Tenggara

1 Angkatan 150 Kemendagri 4

Sulawesi 
Selatan

Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan 
sertifikasi pelayanan kepegawaian

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Advokasi 300 Kemendagri 4

Sumatera
Barat

Pelaksanaan Akuntasi berbasis akrual bagi 
Aparatur pengelola keuangan di SKPD

Kota Bukit 
Tinggi

2 Angkatan 400 Kemendagri 4

Aceh Peningkatan kapasitas Aparatur 
Kependudukan dan Catatan Sipil serta 
Pelatihan Tenaga Pengelola SiAK

Kab. Pidie Jaya 1 Kegiatan 110,04 Kemendagri 4

NTT Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang 
Otonomi Daerah

Prov. NTT 2 Angkatan 420 Kemendagri 4

Sulawesi 
Selatan

Penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan 
dan kompetensi

Prov. Sulawesi 
Selatan

4 Advokasi 500 Kementerian 
PAN dan RB

4

Sulawesi 
Selatan

Pembangunan dan pengembangansistem
informasi kepegawaianberbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Software 500 Kementerian 
PAN dan RB

4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET

DANA
(DALAM JUTA)

Sulawesi 
Selatan

Penyusunanstandar kompetensi
jabatan

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Standar 150 Kementerian 
PAN dan RB

4

Sulawesi 
Selatan

Penyusunanrencanapembinaan
karier PNS

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Sistem 300 Kementerian 
PAN dan RB

4

Sulawesi 
Selatan

Peningkatan kompetensi SDM 
Aparatur yang profesional dalam 
rangka reformasi birokrasi

Prov. Sulawesi 
Selatan

100 Orang 250 Kementerian 
PAN dan RB

4

Sulawesi 
Selatan

Bimbingan teknis pembinaan PNS Prov. Sulawesi 
Selatan

250 Orang 250 Kementerian 
PAN dan RB

4

Sulawesi 
Selatan

Penyelenggaraan pembinaan dan 
pengawasan manajemen 
kepegawaian

Prov. Sulawesi 
Selatan

6 Laporan 200 Kementerian 
PAN dan RB

4

Kalimantan 
Timur

Diklat Teknis Tugas Fungsi APIP 
bagi PNS Daerah

Kab. Penajam
Paser Utara

25 Orang 850 Kementerian 
PAN dan RB

4

Gorontalo Diklat PIM Tk. I Kab. Bone 
Bolango

1 Peserta 45 LAN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Sulawesi 
Tenggara

Diklat Kepemimpinan Tk. II Prov. Sulawesi 
Tenggara

1 Angkatan 1820 LAN 4

Bali Pendidikan dan pelatihan struktural bagi 
PNS daerah

Kab. Buleleng 4 Peserta 211 LAN 4

Aceh Diklat Kepemimpinan Tk. II Kab. Aceh 
Selatan

5 Orang 152 LAN 4

Sumatera Barat Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II Kota Bukit 
Tinggi

4 Orang 200 LAN 4

Sumatera Utara Diklatpim TK. II Kab. Padang 
Lawas

1 Orang 50 LAN 4

Gorontalo Diklat PIM Tkt. II Kab. Bone 
Bolango

5 Orang 152 LAN 4

NTT PeningkatanKapasitasASN DALAM 
PELAYANAN publik (BKD Kota 
Kupang)

Prov. NTT 2 160 LAN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Sulawesi 
Tenggara

Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Prov. Sulawesi 
Tenggara

1 Angkatan 200 LAN 4

Bali Pendidikan dan pelatihan struktural bagi 
PNS daerah

Kab. Buleleng 36 Peserta 357 LAN 4

Aceh Diklat Kepemimpinan Tk IV Kab. Aceh 
Selatan

40 Orang 810 LAN 4

Aceh Diklat Kepemimpinan Tk III Kab. Aceh 
Selatan

5 Orang 111 LAN 4

Sumatera Barat Penyelenggaraan Diklat Etika Pelayanan 
Publik

Kota Bukit 
Tinggi

40 Orang 150 LAN 4

Gorontalo Diklat RLA Kab. Bone 
Bolango

2 Peserta 160 LAN 4

Sulawesi 
Selatan

Pembangunan sistemmanajemen
dokumen digital arsip kepegawaian

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Sistem 550 BKN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Bali Pembangunan/pengembangan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Kab. Buleleng 5000 Orang 303 BKN 4

Sulawesi 
Selatan

Penataan manajemen dan infrastruktur 
assesment center

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Model 400 BKN 4

Sulawesi 
Selatan

Pembangunan dan pengembangan 
sistem informasi kepegawaian berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK)

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Software 500 BKN 4

Sulawesi 
Selatan

Pelaksanaanreformasi birokrasi Bidang
Kepegawaian(SDM)

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Kebijakan 150 BKN 4

Sulawesi 
Selatan

Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, 
dan sertifikasi pelayanan kepegawaian

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Advokasi 300 BKN 4

Bali Kegiatan untuk Seleksi Terbuka JPT Kab. Buleleng 4 Jabatan 275 BKN 4

SumateraBarat Pengiriman peserta Diklat Assesor Kota Bukit
Tinggi

3 Orang 50 BKN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Sulawesi Selatan Penyusunan standar kompetensi 
jabatan

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Dokumen 150 BKN 4

Sulawesi Selatan Penataan SDM Aparatur sesuai 
kebutuhan dan kompetensi melalui 
pelaksanaan evaluasi dan penilaian 
serta pelantikan pejabat ASN

Prov. Sulawesi 
Selatan

4 Advokasi 500 BKN 4

Sulawesi Selatan Evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi 
pejabat administrasi / Pimpinan Tinggi

Prov. Sulawesi 
Selatan

1 Kali 200 BKN 4

Provinsi 
Sulawesi Selatan

Seleksi pengisian lowongan jabatan 
secara terbuka

Provinsi 
Sulawesi 
Selatan

4 Kali 500 BKN 4

Provinsi 
Gorontalo

Seleksi pengisian lowongan jabatan 
secara terbuka

Kab. Bone 
Bolango

4 PNS 80 BKN 4

Provinsi 
Gorontalo

Talent Pool JPT Kab. Bone 
Bolango

4 Orang 50 BKN 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Mutasi wilayah kerja Kota Kupang 4 Pegawai 350 BKN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PenilaianKompetensiJPT Provinsi Nusa 
Tenggara 
Timur

40 Tidak ada
satuan

200 BKN 4

Provinsi 
Sulawesi Selatan

Penegakan kode etik, perilaku, dan 
disiplin pegawai

Provinsi 
Sulawesi 
Selatan

20 Kasus 200 BKN 4

Provinsi 
Sulawesi Selatan

Penyelenggaraanpembinaandan
pengawasanmanajemenPNS

Provinsi 
Sulawesi 
Selatan

6 Laporan 150 BKN 4

Provinsi 
Sulawesi Selatan

Bimbingan teknis pembinaanPNS Provinsi 
Sulawesi 
Selatan

250 Orang 250 BKN 4

Provinsi Bali Pendidikan dan PelatihanFungsional
bagiPNS Daerah

Kab. Buleleng 75 Orang 384 BKN 4

Provinsi 
Sumatera Barat

Pengiriman PesertaDiklat manajemen
ASN

Kota Bukit 
Tinggi

7 Orang 90 BKN 4

Provinsi 
Sumatera Barat

Pengiriman PesertaDiklat Assesor Kota Bukit 
Tinggi

3 Orang 50 BKN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Bimtek Analis Kepegawaian Kota Kupang 3 Pegawai 50 BKN 4

Provinsi 
Gorontalo

Diklat PengelolaKepegawaiandan
Analis Kepegawaian

Kab. Bone 
Bolango

5 Orang 100 BKN 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Penambahanjumlah Analis
KepegawaianpadaBadan
KepegawaianKota Kupang

Provinsi Nusa 
Tenggara 
Timur

10 Orang 650 BKN 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET DANA

(DALAM JUTA)

Provinsi Bali PenyusunanBuku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah

Kab. Gianyar 1 Paket 500 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

pengembangandata dan informasi Kota Kupang 1 Aplikasi 250 KEMENDAGRI 4

Provinsi Gorontalo Bimtek Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Bone 
Bolango

1 Kab/Kota 75 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

pengembangandata dan informasi Provinsi Nusa 
Tenggara 
Timur

57 orang 
pelaksanadi 
tingkat
kelurahan
dan
kecamatan.2
5 orang 
perencana
advoksi

1250 KEMENDAGRI 4

Provinsi Bali Diklat BagiPNS penyusunRencana
Pembangunan Daerah agar sesuaidengan
perundang-undanganyang berlaku

Kab. Gianyar 10 Orang 500 KEMENDAGRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Kelembagaan Birokrasi



Slide - 92

USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET

DANA
(DALAM JUTA)

Provinsi Lampung PenyusunanRoadmap Reformasi
Birokrasi Provinsi

Provinsi Lampung 1 Dokumen 450 KEMENKO
POLHUKKAM

4

Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

Pembangunan Karakter melalui media 
publik

Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

7000 Orang 100 KEMENPAN 
DAN RB

4

Provinsi Sulawesi 
Tengah

Pembinaandan PengembanganAparatur
(Pembangunan/PengembanganSistim
Informasi KepegawaianDaerah)

Kab. Buol 1 Paket 1500 KEMENKOMIN
FO

4

Provinsi Lampung Koordinasi Pembentukan data center 
Provinsi

Provinsi Lampung 1 Kegiatan 500 KEMENKOMIN
FO

4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pendidikan dan PelatihanFormal 
(Ktr.Arsip Kota Kupang)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

2 Arsiparis 40 ANRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUS
PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM JUTA)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pendidikan dan PelatihanFormal 
(Ktr.Arsip Kota Kupang)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

8 Pegawai 85 ANRI 4

Provinsi 
Kalimantan Tengah

Audit/ PengawasanLembaga
KearsipanDaerah

Provinsi 
Kalimantan 
Tengah

14 Kab/Kota 344 ANRI 4

Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

SosialisasiPersetujuanJRA Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

3 Kota 20 ANRI 4

Provinsi Sulawesi 
Tenggara

LombaPenyelenggaraanKearsipan
(tertib arsip) padaPemprovdan
Kab/Kota

Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

1 Provinsi 85 ANRI 4

Provinsi Aceh PelatihanTata KelolaKearsipan
kepadasetiapSKPD yang adadi 
KabupatenPidie Jaya

Kab. Pidie Jaya 200 Orang 800 ANRI 4

Provinsi Gorontalo Bimbingan Teknis Pengelolaan
Kearsipan

Provinsi 
Gorontalo

35 Kegiatan 130 ANRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUN

GJAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET

DANA
(DALAM JUTA)

Provinsi Gorontalo Supervisi, pembinaandan evaluasi
pengelolaanarsip SKPD

Provinsi 
Gorontalo

34 Satuan
Kerja

180 ANRI 4

Provinsi Gorontalo PenyelenggaraanDiorama Kearsipan Provinsi 
Gorontalo

1 Paket 450 ANRI 4

Provinsi Aceh PemaganganTenaga Arsiparis Kab. Aceh Jaya 3 Orang 350 ANRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pendidikan dan PelatihanFormal 
(Ktr.Arsip Kota Kupang)

Provinsi Nuasa
Tenggara Timur

4 Pegawai 45 ANRI 4

Provinsi Sulawesi 
Tenggara

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip 
Aset

Provinsi 
Sulawesi 
Tenggara

12 Kab/Kota 456 ANRI 4

Provinsi Maluku PenyelenggaraanKearsipanNasional Provinsi Maluku 15 Advoksi 430 ANRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH

K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUS

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM JUTA)

Provinsi Aceh PelatihanKearsipankepadapara Camat
dan Keuchik (KepalaDesa) di Kabupaten
Pidie Jaya

Kab. Pidie
Jaya 

250 Orang 850 ANRI 4

Provinsi Gorontalo Bimbingan Teknis Pengelolakearsipan Provinsi 
Gorontalo

6 Kab/Kota 100 ANRI 4

Provinsi Aceh Pembangunan dan Pengawasan Gedung 
Devo Arsip kabupaten Bener Meriah dan 
Lemari Brankas (Lemari Arsip)

Kab. Bener
Meriah

1 Paket 4846.24 ANRI 4

Provinsi Gorontalo Supervisi, Pembinaandan Evaluasi
pengelolaanarsip Daerah Desa/ Kelurahan

Provinsi 
Gorontalo

12 
Lembaga

180 ANRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUNG
JAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

Aceh PemberianAdvokasidan Road Map RB Kab. Aceh 
Barat

1 Kegiatan 350 LKPP 4

Aceh Pengadaan sarana dan prasarana LPSE 
sesuai standarisasi

Kab. Aceh 
Barat

1 Paket 850 LKPP 4

Gorontalo PeningkatanKapasitasSDM melalui ToT
bagiTim LPSE Provinsi Gorontalo

Prov. Gorontalo 5 Aparat 100 LKPP 4

Gorontalo Sosialisasidan Pelatihansisteme 
Procurement ( e Purchasing/Katalog, 
SIRUP, SIKAP, SPSE, SIDAHA)

Prov. Gorontalo 200 Orang 135 LKPP 4

Gorontalo Training / Pelatihane Procurement Prov. Gorontalo 210 Orang 165 LKPP 4

NTT Unit layananpengadaanbarang/ jasa
pemerintah ULP Kota Kupang(Bag. 
EkbangSetdaKOtaKupang)

Prov. NTT 1 Paket 900 LKPP 4

NTT Studi banding ULP mandiri (bag. 
EkbangSetdaKota Kupang)

Prov. NTT 25 Pegawai 375 LKPP 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUN
GJAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

NTT Penyusunandokumen IKU Kota Kupang( 
Bag. OrganisasiSetda)

Prov.NTT 1 Dokumen 150 Kementerian 
PAN dan RB

4

NTT Pembuatandan PendampingansistemE-
Planning di Kota Kupang, Manggarai, 
ManggaraiBarat, Manggarai Timur, Ngada, 
Negekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, 
Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba 
Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu 
Raijua, dan Rote Ndao

Prov.NTT 17 Advokasi 200 Kementerian 
PPN/Bappena
s

4

NTT Pembuatandan PendampingansistemE-
Planning di KabupatenKupang
(Pembuatan Aplikasi E-Planning di 
Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, 
Timur TengahUtara, Belu, Malakadan 
Pendampingan (Coaching Clinic) 2 tahap)

Prov.NTT 5 Paket 1000 Kementerian 
PPN/Bappena
s

4

NTT PenerapanSisteme-planning secara
online

Kab. Timor 
Tengah 
Selatan

1 Advokasi 400 Kementerian 
PPN/Bappena
s

4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUN

GJAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET DANA

(DALAM JUTA)

Provinsi 
Kalimantan 
Timur

FasilitasPenerapanPelayananAdministrasi
Terpadu Kecamatan(PATEN) oleh
Kabupaten/Kota

Kota Samarinda 10 
Kecamatan

750 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(Kecamatan
Nubatukan)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pembangunan GedungKantor SIAK di 9 
KecamatanKab. Lembata(Kecamatan
Lebatukan)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(KecamatanIle Ape)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(KecamatanIle Ape 
Timur)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(KecamatanBuyasuri)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(KecamatanOmesuri)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET DANA

(DALAM JUTA)

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata (Kecamatan Atadei)

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(Kecamatan
Nagawutung))

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengadaanPeralatandan PerlengkapanSIAK 
di 9 UPTD Kab. Lembata(Kecamatan
Wulandoni))

Kab. Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

PengembanganSistem Administrasi
Kependudukan(SAK) Terpadu

Kab. Lembata 1 Paket 1000 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Bimtek PelayananPerijinan Tingkat dasar Kab. Ngada 21 Orang 70 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Bimtek Pelayananperijinan Tingkat Madya Kab. Ngada 2 Orang 29 KEMENDAGRI 4

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUSPROPINSI

PENGUSUL
KEGIATAN LOKUS TARGET DANA

(DALAM JUTA)

Provinsi Aceh Pembangunan GedungKantor P2TSP-PM 
KabupatenAceh Tamiang

Kab. Aceh 
Tamiang

1 Unit 10000 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pembanguanan Gedung kantor dan Sarana 
Pelayanan Perijinan di kabupaten Ngada

Provinsi Nusa 
Tenggara 
Timur

1 Unit 1340 KEMENDAGRI 4

Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

Pengadaan Mobil Pelayanan Perijinan Keliling Kab. Ngada 1 Unit 1340 KEMENDAGRI 4

Provinsi Banten PenyelenggaraanPelayananAdminitrasi
terpadu Kecamatan(Paten)

Kota Cilegon 8 Kecamatan 4000 KEMENDAGRI 4

Provinsi Sumatera 
Utara

PembangunanDan PengoperasianSiakSecara 
Terpadu

Kab. Labuhan
Batu Utara

80 Persen 1642 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh PenyusunanLaporanPengelolaanKegiatan
PenyelenggaraanAdminduk Kab/Kota

Kab. Aceh 
Tengah

100 Persen 94 KEMENDAGRI 4

Program Prioritas : Lingpelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi , Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

K/L 
PENANGGUNG

JAWAB
STATUS

Provinsi Aceh Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 224 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Monitoring dan Evaluasi Ke Kecamatan Kab. Aceh Tengah 100% 60 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kab. Aceh Tengah 100% 5 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 90 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tengah 100% 29 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Pelayanan Dokumen Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 303 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Penerbitan Dokumen Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 376 KEMENDAGRI 4

Provinsi Gorontalo Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama DaerahProvinsi Gorontalo 1 Lap 950 KEMENDAGRI 4

Provinsi Sumut Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu Kota Tebing Tinggi 1 Lap 979,54 KEMENDAGRI 4

Provinsi Sumut PeningkatanPelayananPublik dalamBidangKependudukan Kab. LabuhanBatu Utara 1 tahun 1778 KEMENDAGRI 4

Provinsi Bali Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Buleleng 9 Kegiatan 1309 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Gedung Beserta Mobiler (Ruang genset, arsip 
dan aset)

Kab. Bener Meriah 1 Paket 1000 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Ruang Operasional KTP el Kecamatan (10 
Kecamatan)

Kab. Bener Meriah 1 Paket 2000 KEMENDAGRI 4

Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Gedung UPTD Beserta Mobiler (5 Unit) Kab. Bener Meriah 5 Unit 2250 KEMENDAGRI 4

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik



Slide - 102

USULAN DAERAH

USULANDAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

K/L 
PENANGGU
NGJAWAB

STATUS

Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Roda 2 dan 4 Kab. Bener Meriah 1 Paket 200 Kemendagri 4

Provinsi Aceh KegiatanPengadaan Mobil Unit Pelayanan Operasional Kab. Bener Meriah 1 Unit 475 Kemendagri 4

Provinsi Sumut PeningkatanKapasitasAparat Kependudukandan Catatan Sipil Kab. LabuhanBatu Utara 50 orang 1300 Kemendagri 4

Provinsi Sumut Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Kab. LabuhanBatu Utara 8 Kec. 1130 Kemendagri 4

Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Satpol dan WH Kabupaten Aceh TamiangKab. Aceh Tamiang 1 Paket 4000 Kemendagri 4

Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Kab. Aceh Tamiang

Kab. Aceh Tamiang 1 Unit 4000 Kemendagri 4

Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa Kab. Aceh Tamiang 25 Kantor 5000 Kemendagri 4

Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

Kab. Aceh Tamiang 1 Unit 15000 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk 
kab / Kota

Kab. Sinjai 12 advokasi 101150 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 126250 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kab. Sinjai 12 bulan 69025 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 379665 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai 9 Kec. 12230 Kemendagri 4

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

STATUS

Provinsi Sulsel Pelayanan Dokumen Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 71790 Kemendagri 4

Provinsi NTB Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Kota Mataram 10000 anak 350 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai 12 bulan 1033500 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Pelayanan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Kab. Sinjai 75000 jiwa 408750 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Pengarsipan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Sinjai 12 bulan 7290 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Pengelolaan Sistem informasi administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 62375 Kemendagri 4

Provinsi Sulsel Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pelayanan Dokumen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Sinjai 10 unit 12900 Kemendagri 4

Provinsi NTB Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Mataram 1800 lembar 90 Kemendagri 4

Provinsi NTB Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kota Mataram 50 Kel. 235 Kemendagri 4

Provinsi Bali Pembuatan Kartu Identitas Anak Kab. Jembrana 85062 anak 637,97 Kemendagri 4

Provinsi NTB Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Kota Mataram 400 pemohon 123 Kemendagri 4

Provinsi DI 
Yogyakarta

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil

Kab. Gunung 
Kidul 

1 Lap 2203 Kemendagri 4

Provinsi Sumut Sosialisasi Administrasi Kependudukan di setiap Kecamatan se-
Kabupaten Nias Selatan

Kab. Nias Selatan 35 Kec. 175 Kemendagri 4

Provinsi Sumut Pengadaan Mobil Pelayanan e-KTP keliling Kab. Nias Selatan 2 Unit 500 Kemendagri 4

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH

PROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS
TARGE

T

DANA
(DALAM 

JUTA)
STATUS

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Pilot Project Kartu Identitas Anak (KIA) Kab. Belitung 53230 
anak

479,07 Kemendagri 4

Provinsi Sulawesi 
Selatan

Pegadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kab. Wajo 1 Paket 850 Kemenpandan
RB

3

Provinsi Sumut PengembanganDatabase Kependudukan Kab. LabuhanBatu
Utara 

8 Kec. 800 BPPT 4

Provinsi Kaltim PencegahanMal Administrasi PelayananPerizinan Kota Samarinda 12 
Bulan

500 Ombudsman RI 4

Provinsi Jatim Peralatan Alih media arsip Provinsi Jatim 1 unit 2000 Kemenpandan
RB

3

Provinsi Kaltim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan AparaturKota Samarinda 12 
bulan

350 Kemenpandan
RB

4

Provinsi Kaltim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
Pelayanan Publik I

Kota Samarinda 100
persen

150 Kemenpandan
RB

4

Provinsi Kaltim Penyelesaian Laporan / Pengaduan Masyarakat Kota Samarinda 12 
bulan

500 Ombudsman RI 4

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik
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USULAN DAERAH

USULANDAERAH
K/L 

PENANGGUNG
JAWAB

STATUSPROPINSI
PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET DANA
(DALAM 
JUTA)

NTT Bimbingan Teknis padaTAPD PemerintahKota Kupang
(Bag. KeuanganSetdaKota Kupang)

NTT 25 Pegawai 375 Kemendagri 4

Bali Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan
KeuanganDaerah(Intensifikasi pemungutandan 
penerimaan PBB BPHTB, Intensifikasi & Ektstensifikasi 
Pendataan Obyek dan Subyek PBB & BPHTB, Pemeliharaan 
& Verifikasi data PBB & BPHTB, Penataan Administrasi dan 
Evaluasi Penerimaan Daerah, Koordinasi, Monitoring dan 
Verifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Penyuluhan 
dan Sosialisasi Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah, Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah, Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan 
Subyek Pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem 
Online Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi 
Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-
lain, Koordinasi dan Pendataan Retribusi danPendapatan 
Lain-lain).

Kab. Buleleng 13 Advokasi 4831 Kementerian
PAN dan RB

3

NTT PenyusunanSAKIP PemerintahKota Kupang(Bag. 
OrganisasiSetdaKota Kupang)

Prov.NTT 5 Pegawai 65 Kementerian
PAN dan RB

4

NTB Peningkatanprofesionalismetenagapemeriksadan
aparatur pengawasan

Prov.NTB 100 Orang 400 BPKP 4

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
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USULANDAERAH
K/L 
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GJAWAB
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PENGUSUL

KEGIATAN LOKUS TARGET
DANA

(DALAM 
JUTA)

NTT Bimtek penyusunanAPBD Provinsi NTT 20 Pegawai 350 Kemendagri 4

NTT Sinkronisasi dan Sosialisasi Pedoman 
Penyusunan APBD

Provinsi NTT 50 SKPD 400 Kemendagri 4

NTT Pembinaan Kualitas Pengelolaan 
Keuangan Kab/Kota

Provinsi NTT 22 Kab/Kota 559 Kemendagri 4

Gorontalo Pelatihan aparat perencanaan 
keuangan daerah

Kab. Bone 1 Kab 50 Kemendagri 4

NTT Peningkatan Kualitas Perencanaan 
Anggaran Daerah pada SKPD Provinsi 
Nusa Tenggara Timur

Prov. NTT 2 Advokasi 750 Kemendagri 4

Sulawesi
Tenggara

PelatihanPenyusunanRKA bagi
perencanaSKPD Kab/Kota Se Prov. 
Sulawesi Tenggara

Prov. Sulawesi
Tenggara

17 Kab/Kota 85 Kemendagri 4

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi
Keuangan
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Sulawesi
Tenggara

PelatihanpenyusunanRKA bagi
PerencanaSKPD se Prov. Sulawesi 
Tenggara

Prov. Sulawesi
Tenggara

110 Orang 110 Kemendagri 4

NTT Sinkronisasidan SosialisasiPedoman
PenyusunanAPBD (Bag, KeuanganSetda
Kota Kupang)

Prov. NTT 25 Pegawai 375 Kemendagri 4

NTT PembinaanKualitasPengelolaan
KeuanganDaerah Kota Kupang(Bag. 
KeuanganSetdaKota Kupang)

Prov. NTT 22 Pegawai 559 Kemendagri 4

NTT PembinaanPenatausahaanKeuangan
Daerah

Prov. NTT 50 SKPD 300 Kemendagri 4

NTT Pembinaandan RekonsiliasiData 
Triwulan dan SemesteranBerdasarkan
StandarAkuntansi Pemerintah

Prov. NTT 50 SKPD 300 Kemendagri 4

NTT PenyusunanPaketRegulasiPengelolaan
KeuanganDaerah

Prov. NTT 1 Paket 300 Kemendagri 4

NTT Bimbingan Teknis PenerapanKebijakan
Akuntansi Aset, Piutangdan Pembiayaan

Prov. NTT 1 Paket 500 Kemendagri 4

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
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Gorontalo Kegiatan Pembinaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Kab. Bone 
Bolango

1 Kabupaten 50 Kemendagri 4

NTT Bimbingan Teknis pada TAPD Provinsi 
Nusa Tenggara Timur

Prov. NTT 200 PNS 300 Kemendagri 4

SulaweSi
Tenggara

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 
berbasis Acrual bagi pengelola Keuangan 
Se Prov. Sulawesi Tenggara

Prov. Sulawei
Tenggara

200 Advokasi 200 Kemendagri 4

Sulawei
Tenggara

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 
berbasis Acrual bagi Pengelola Keuangan 
Kab/Kota Se Prov. Sulawesi Tenggara

Prov. Sulawei
Tenggara

17 Kab/Kota 170 Kemendagri 4

Sulawei
Tenggara

Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan 
Keuangan berbasis acrual Di Kab/Kota Se 
Prov. Sulawesi tenggara

Prov. Sulawei
Tenggara

17 Kab/Kota 340 Kemendagri 4

NTT Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Bag. Keuangan Setda 
Kota KUpang)

Prov. NTT 1 Paket 500 Kemendagri 4

NTT Bimbingan Teknis PenerapanKebijakan
Akuntansi Aset, Piutangdan
Pembiayaan(Bag, KeuanganSetdaKota 
Kupang)

Prov. NTT 25 Pegawai 375 Kemendagri 4

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
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NTB Pemeriksaan Khusus Dana Bantuan 
Operasional Sekolah

Provinsi NTB 1 Kegiatan 362 BPKP 4

NTB PemeriksaanKhususPengelolaanDana 
Desa

Provinsi NTB 1 Kegiatan 362 BPKP 4

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
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